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ABSTRAK 

Determinan Kualitas Pelayanan KB Pasca Persalinan di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Ana Puspaningrum 
Universitas Terbuka 

anapoespa@gmail.com 

Kata Kunci : Peran Institusi, Kualitas Pelayanan, Program KB, Kontrasepsi Pasca 
Persalinan 

Keberhasilan inovasi pemasangan IUD pasca plasenta yang pernah dilakukan di RSUP 
Dr. Kariadi ternyata mengalami kemunduran di tiga tahun terakhir, pada tahun 2013-
2015, hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan peran rumah sakit 
dalam mendukung program Keluarga Berencana. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis elemen - elemen penting yang menjadi acuan pada pelaksanan pelayanan 
KB pasca persalinan di RSUP Dr. Kariadi, menganalisis peran tim PKBRS dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan KB, menganalisis hambatan dan menemukan solusi 
permasalahan, serta menemukan model yang tepat sebagai acuan dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulaan data dilakukan 
secara triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hambatan antara lain 
meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pelayanan IUD pasca plasenta, namun 
sebagian besar dokter masih belum pro aktif melakukannya, karena masing - masing dari 
mereka memiliki pertimbangan medis yang berbeda. Sistem pembiayaan melalui sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional terhadap pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi juga masih 
terhambat oleh aturan - aturan yang berlaku di BPJS kesehatan. BPJS kesehatan 
menerapkan sistem berjenjang sehingga tidak semua metode kontrasepsi dapat di klaim. 
Kesimpulan dari penelitian ini antara lain Kebijakan yang diberlakukan pemerintah 
mengenai program KB pasca persalinan belum menyentuh KB itu sendiri dan masih ada 
perbedaan persepsi mengenai KB pasca persalinan di kalangan tenaga medis sehingga 
tindakan pelayanan KB pasca plasenta di Rumah Sakit belum bisa berjalan optimal. 
Penelitian ini menawarkan akternatif model kemitraan dan pelayanan untuk dapat 
meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas di rumah sakit. 
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ABSTRACT 

Determinant of Service Quality on KB Pasca Plasenta 
in RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Ana Puspaningrum 
Universitas Terbuka 

anapoespa@gmail.com 

Keywords: Institution Role, Service Quality, Family Planning Program, Post Partum 
Contraception 

Success of IUD assemblies innovation pasca placenta which once implemented in RSUP 

Dr. Kariadi was get deterioration within last trhee years, on 2013-2015, that case was 

presence the question related to hospital role in support Family Planning program. Aim of 
this research was to analyzed important elements which been the reference on Family 

Planning service implementation pasca delivery in RSUP Dr. Kariadi, analyse important 

role of PKBRS team in increasing KB service quality, analyze obstacle and found the 

solution of problem, also found correct model as reference in order to increasing KB 

service quality in RSUP Dr. Kariadi. Research method used was qualitative research 

method and data collection technique was implemented by triangulation. Result of this 

research was found obstacle such as, although include policy which support IUD service 

pasca placenta, but most doctors still not pro active yet to do it, because each of them 

have different medical consideration. Defrayal system through National Health Assurance 

to Family Planning service in RSUP Dr. Kariadi also still impede by prevailing rule in 

health BPJS. Health BPJS applied stage system, therefore not all cntraception method 

coul be claim. Conclusion from this research was, policy prevailing by government about 

KB program pasca delivery wasn't touch KB itself and still include different perception 

about KB pasca delivery among medical staff therefore service action of KB pasca 

placenta in Hospital wasn't run optimal yet. This research offered partnership model 

alternative and service in order to increasing qualified KB service in hospital. 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Umum Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya RSUP Dr. Kariadi 

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi yang berdiri pada tahun 1925 

merupakan salah satu rumah sakit di Semarang yang pengelolaannya dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Semarang. Rumah sakit ini terletak di Kelurahan Randusari 

Kecamatan Semarang Selatan, tepatnya di Jl. Dr. Sutomo No.16. RSUP Dr. 

Kariadi menempati areal tanah seluas 210.080 m2 yang meliputi bangunan rumah 

sakit dan bangunan kelengkapan lainnya termasuk gedung Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro. RSUP Dr. Kariadi Semarang merupakan Rumah Sakit 

terbesar sekaligus berfungsi sebagai Rumah Sakit rujukan bagi wilayah Jawa 

Tengah. Saat ini RSUP Dr. Kariadi termasuk dalam kategori Rumah Sakit tipe A. 

Secara struktural, RSUP dr. Kariadi merupakan Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Departemen Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara 

serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan 

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan upaya lain sesuai kebutuhan. 

Didirikan pada masa penjajahan Belanda tanggal 9 September 1925 dengan 

nama Centrale Buzgerlijke Ziekewsichting (CBZ), dan pada jaman penjajahan 

Jepang menjadi Purusara/Pusat Rumah Sakit Rakyat.(www.rskariadi.co.id) 
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1. Menjadi rumah sakit vertikal milik Departemen Kesehatan dengan nama 

RSVP Dr. Kariadi berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 

21215/Kah/1964 tanggal 14 April 1964. 

2. Berdasarkan SK Menkes RI no.546/Men.Kes/SK/III/1978 diklasifikasi 

menjadi Rumah Sakit Umum klas B Pendidikan dan dengan SK Menkes RI 

no. 134/Menkes/SK/1978 mengatur tentang struktur RS. Dr. Kariadi. 

3. Berdasarkan SK Menkes RI No.1130/Menkes/SK/XII/1003, tanggal 10 

Desember 1993 ditetapkan menjadi RS Unit Swadana dengan struktur 

organisasi berdasarkan SK Menkes No. 546/MenkesNUl 994 tanggal 13 Juni 

1994 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi. 

4. Pada tahun 1997 sebagai Instansi Pemerintah Pengguna Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan UU No. 20 tahun 1997. 

5. Berdasarkan PP No. 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan 

RSVP Dr. Kariadi, status rumah sakit berubah menjadi Perusahaan Jawatan 

yang operasional mulai Tahun 2002. 

6. Terakhir pada tahun 2005 diubah statusnya menjadi Instansi Pemerintah yang 

menerapkan PPK-BLU berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 dan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No. 1243/MENKES/SKNil/2005 tanggal 11 Agustus 

2005. 

2. Gambaran Umum RSUP Dr. Kariadi Semarang 

RSVP Dr. Kariadi terletak di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015 jumlah penduduk kota 
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semarang tercatat sebesar 1.595.267 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama 

tahun 2015 sebesar 0,65%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa perkembangan 

kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran 

memberikan hasil yang nyata. (BPS, 2016) 

Sekitar 71,55% penduduk kota Semarang berumur produktif (15-64 th) 

sehingga angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara penduduk usia 

produktif dengan penduduk dengan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun 

keatas) pada tahun 2015 sebesar 39,77 yang berarti 100 orang penduduk usia 

produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif. Dalam kurun 

waktu 5 tahun (2010-2015) kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan 

kenaikanjumlah penduduk. (BPS, 2016) 

Rumah sakit akan memberikan semua pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

di kota Semarang, disesuaikan dengan kelengkapan sarana dan prasana serta 

tenaga kesehatan yang dimiliki. Apabila terdapat pasien yang tidak dapat dilayani 

di rumah sakit tertentu karena keterbatasan fasilitas, maka pasien dapat dirujuk ke 

rumah sakit yang lebih lengkap dari sisi sarana dan tenaga kesehatan yang lebih 

berkompeten. Maka dengan dasar sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut 

terdapat klasifikasi rumah sakit mulai dari tipe A sampai dengan tipe D. 

RSUP Dr. Kariadi adalah Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan SK Menkes No. 

1243/Menkes/SKNIII/2005 telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum 

(BLU), dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan 
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yang telah diamanatkan dalam PP No.23 Tahun 2005. RSUP Dr. Kariadi 

Semarang merupakan Rumah Sakit terbesar sekaligus berfungsi sebagai Rumah 

Sakit rujukan bagi wilayah Jawa Tengah. Saat ini RSUP Dr. Kariadi adalah 

Rumah Sakit kelas A Pendidikan dan berfungsi sebagai Rumah sakit Pendidikan 

bagi dokter, dokter spesialis, dan sub spesialis dari FK UNDIP, dan Institusi 

Pendidikan lain serta tenaga kesehatan lainnya. 

a. Visi dan Misi RSUP Dr. Kariadi 

Visi RSUP. Dr. Kariadi adalah "Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan 

Rujukan Nasional yang Unggul", dengan misi yang diembannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyediakan pelayanan kesehatan dan rujukan yang paripurna, bermutu 

tinggi, menjamin keselamatan pasien dan menjangkau seluruh masyarakat. 

2. Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sesuai kebutuhan 

pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang tetap berorientasi pada keselamatan pasien. 

3. Melaksanakan dan memfasilitasi penelitian yang berkualitas sesuai 

kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi yang menjamin keselamatan pasien. 
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b. Filofsofi, Motto dan Logo 

Filosofi yang dimiliki RSUP. Dr. Kariadi adalah "Dengan landasan 

kemanusiaan, motivasi, jujur, integritas yang tinggi akan mampu meningkatkan 

mutu pelayanan" Sedangkan motto RSUP Dr. Kariadi adalah "Sahabat Menuju 

Sehat" Dengan logo RSUP Dr Kariadi, adalah sebagai berikut : 

3. Profit Bagian Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Kariadi 

RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit rujukan tingkat akhir dan senter 

pendidikan bagi dokter spesialis (PPDS I) termasuk dalam kategori rumah sakit 

tipe A. Bagian Kebidanan dan Kandungan (sekarang dibakukan dengan nama 

Bagian Obstetri Ginekologi) merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang 

terdapat di RSUP Dr. Kariadi yang mempelajari dan menangani kesehatan wanita. 

Sampai dengan tahun 2017, jumlah staf Bagian Obstetri Ginekologi FK Undip 

RSUP Dr. Kariadi adalah 22 staf dokter. Bagian kebidanan dan penyakit 

kandungan juga merupakan salah satu bagian klinik dari Perguruan tinggi 

kedokteran, sampai dengan tahun 2017, jumlah peserta didik PPDS I (residen) 

yang sedang menempuh pendidikan profesi dokter spesialis berjumlah 62 peserta 

didik. 

Berdasarkan kesepakatan Kolegium, Bagian Obstetri dan Ginekologi 

mengembangkan 5 divisi, yakni divisi fetomatemal, fertilitas endokrinologi 

reproduksi, onkologi ginekologi, uroginekologi dan bedah rekonstruksi dan 
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obstetri ginekologi sosial. Divisi Fetomaternal terdiri dari 6 orang staf dokter, 

dokter. divisi fetomaternal merupakan sub spesialis atau cabang dari bagian 

Kebidanan dan Kandungan ( Obstetri Ginekologi). Sub Spesialis ini mampu 

mendiagnosa atau mendeteksi kelainan pada janin (fetus) atau ibu (materna). 

Bahasa umum untuk dokter fetomaternal adalah dokter kelainan janin. 

Pemeriksaan di fetomaternal biasanya akan disarankan untuk dilakukan oleh 

dokter spesialis kandungan bagi ibu - ibu hamil dengan risiko tinggi, seperti 

jantung, diabetes, keguguran berulang yang tidak diketahui sebabnya, penyakit 

asma, paru, lupus, thalasemia dan lain-lain. Secara singkat sub divisi ini berfokus 

pada kesehatan ibu dan janin (Mother Fetal Well Being). 

Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi terdiri dari 5 orang staf dokter. 

Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi (FER) merupakan sub spesialis yang 

menangani seputar kemampuan bereproduksi, hormon yang mempengaruhi 

kesuburan dan sistem reproduksi pada wanita. Karena itu berbagai metode 

kontrasepsi baru antara lain jenis AKDR (Cu bearing IUD, hormonal IUD), 

implant, sterilisasi (teknik sterilisasi) penanganan infertilitas operatif 

(histeroskopi, laparoskopi) pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 

terpadu (keluarga berencana, kesehatan maternal, kesehatan remaja, PMS) 

pelayanan kesehatan reproduksi berbasis gender terdapat di divisi ini. 

Divisi Onkologi Ginekologi terdiri dari 5 orang staf dokter. Divisi onkologi 

merupakan sub spesialis obstetri ginekologi yang mampu menangani segala hal 

yang berkaitan dengan diagnosa dan perawatan bagi wanita yang menderita 
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penyakit kanker pada sistem reproduksi. Penyakit tersebut diantaranya kanker 

indung telur, kanker rahim, kanker vagina, kanker serviks, dan kanker vulva. 

Divisi Uroginekologi terdiri dari 3 orang staf dokter. Divisi Uroginekologi 

merupakan sub spesialis dari obstetri ginekologi yang menangani bedah 

rekronstruksi dan membantu wanita menangani masalah seputar organ reproduksi. 

Upaya tersebut meliputi konseling, pemeriksaan, dan penanganan masalah prolaps 

organ panggul (turun peranakan), gangguan berkemih pada perempuan, gangguan 

seksual perempuan, nyeri pada saat berhubungan seksual, fistula urogenital dan 

rektovaginal, dan peremajaan vagina. 

Divisi Obsgin Sosial (Obsginsos) terdiri dari 3 orang staf dokter. Divisi 

Obsginsos merupakan pengembangan obstetri ginekologi dan tata laksananya 

dengan mengikutsertakan ilmu pencegahan (promotif, preventif, kuratif dan 

rehabiliatif) sehingga ikut serta memperhitungkan faktor lingkungan yang 

berkaitan dengan fenomena kematian maternal dan perinatal serta penyakit alat 

reproduksi wanita. Oleh karena tim di divisi ini mempunyai kompetensi dalam 

memberikan konsultasi untuk menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi secara 

individu serta dalam masyarakat secara holistik, paripuma dan terintegrasi. 

43964

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



?:C:)::::~: 

FEF.:n..:::-_.;.: .E-.i;·::-:F..:-:.:t:::.:_...: 
F.EPF.::c·~:l-:~: 

~ TR.l 1'-:-l "R OR(:A:\'IS..\Sl BA(ClAl'\ S\IF OBS-:-E:-R.I C'mEKOLoc:r 

FK l :.:-DIP RSl-P D:· KAR.IADI SE:\Ll.R.A~C' 

r:.c:-c . .:_ £.~:-::.:: ;: :F 
:: F. :.:~: :-:1:.. :::: S;.:::.:..r.. 

~n:.F.E: . ..J'.:s. E. . .:..i:•:...:,.>: 

r:-: .!: s· ~.f".:'"i:.:.f,: :-: . .:1: i::: s ~ :+.: s~-.: :L ": 

I l :-::!-:~ :-:!':. 

I ~F 1,. • : 1.;1:-·i;;:: s ;::;::..• !':, 
I 
I 

I :/~-f~~-,l_ 11 .......... '•E'.·~. - t -··· .. ....-.....· ..... _ . -··~-
H$l}'.~ r'.1:11: 

rr:c L;,:n.: :.:.1. 

I ""t "''l.f ... pr-i-ri.•n .. - " .. "r'., 'I I ,. ............ -....·. c..·.1.,1.i.;;.r_ ....... -:.r:.':.-"'-'-: 

I 
"~ !'1'. E.:· :·P :t: 

.:-E. ~:-E:-F.: .:•:-:u·:..:L:::•1 s:::s:.-J.. 
\f. O~ F\ 

::·:;::L: ~·: 
: :: SP E' .. E -

I PP!:,.: l 
'~~f\7 ~.:~Le''""'"" ;- -, - 1-- ~ ··-.· ·J"'.~'" 1,:~1:r· ?PD\= I 

'."'F . .: :.:.I·:C:f":: L::::!-l F.E r::-~ :s :r. ·.r-::J 
c;...::.: :•: :·u:OL2 :.•: .. ·.,;,,.~T". : fff. r--~~ 

fE:: :·;;<.:If~'"'-
<,; EF .of. 

"";:c:.:00:>1<'.'.'<' :.:,, .• , s:: rT:l..·., 
:.: :.:~:::.a.:: 1-'..::::!i.!:.:: '. :; :..;::-~r:. 

PEL.;,.·:;.:-: • .;,.:: fE: -C!DII'-_.:.._:. PE '.'Etr:-:_.:..:-: C..=t.:·: PE:::.•E~·-:t.r..: ::::.~: 

-· .-..J:"I!! : .... ; P:·:1:: ~;::_-.r: P::::..:: : :: P:i:::: ::.: ~· :::-:+~ :..: ~;::, :~ 1.-::1 

D: ~. :.:.l;"lf:-1.:~.:H.:1:.!: :~s ::+: ~;:::~·r:. 

I 

I 
jJp,·p I 

'J). -2 
~ ., 
0 

~ 
= .... 
"' = "' .... 
= = (JQ .... 
= = 0 
O" 
"' -~ -., .... 
~ 
c:r 
~ s -= (JQ .... 
~ 
'J). 

~ 
:"= 
0 
:1 

~ ., .... 
= Q.. .... 

-.J 
N 

43964

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



73 

Bagian Kebidanan dan kandungan RSUP Dr. Kariadi diketuai oleh kepala 

bagian Obstetri Ginekogi dan kepala SMF Obstetri Ginekologi. Ketua Bagian 

diangkat oleh Rektor Universitas Diponegoro berdasarkan usulan Dekan Fakultas 

Kedokteran dengan persetujuan Senat Fakultas Kedokteran dan bertanggung 

jawab langsung kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

Ketua Bagian adalah penanggung jawab pengelolaan Bagian/SMF Obstrerri dan 

Ginekologi. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Bagian /SMF bertanggung jawab 

kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP dan Direktur RSUP Dr. Kariadi. 

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Bagian/SMF berkerja bersama-sama dan 

selalu bertindak atas nama Dekan dan Direktur rumah sakit. Untuk melaksanakan 

pengelolaan bagian, ketua nagian dibantu oleh Sekretaris Bagian dan Ketua 

Program Studi dengan bekerja secara bersama-sama serta membawahi Kepala 

Sub-Bagian. 

( 1) Ketua Bagian 

Ketua Bagian/SMF mempunyai tugas memimpin, menyusun kebikjaksanaan, 

membina pelaksanaan Bagian Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Ketua Bagian bertugas memimpin dan mengkoordinasikan tugas 

semua dosen dan "home staff' serta tenaga lain di lingkungannya baik dalam 

bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat maupun tugas lain dalam 

usahanya mengembangkan bagian. Salah satu uraian tugas Kepala Bagian adalah 

merumuskan kebijakan di Bagian/SMF Obstetri Ginekologi, Dalam segala hal 

yang menyangkut kepentingan bersama dalam Bagian/SMF, Ketua Bagian Wajib 
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meminta pendapat dosen lain/home staff dalam suatu rapat bagian dan hasil 

keputusan rapat dianggap keputusan bagian yang harus dilaksanakan. 

(2) Ketua SMF 

Ketua SMF adalah penanggung jawab pengelolaan SMF Obstetri dan 

Ginekologi. Dalam menjalankan tugasnya Kepala SMF bertanggung jawab 

kepada Direktur RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dalam menjalankan tugasnya 

Kepala SMF dibantu oleh semua anggota Staf Medik Fungsional. Ketua SMF 

mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan di SMF Obstetri dan Ginekologi dan ikut 

merumuskan kebijakan di SMF Obstetri dan Ginekologi. 

(3) Kepala Sub Bagian 

Kepala sub bagian bertugas membantu Ketua Bagian untuk mengelola upaya 

penyelenggaraan dan pengembangan Sub-Bagian. Ketua Sub-Bagian bertugas 

memimpin, menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, koordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Sub-Bagian. 

Pelayanan KB di Poliklinik KB dan Infertilitas RSUP Dr. Kariadi sudah 

jarang dijumpai sejak sistem BPJS Kesehatan diberlakukan pada tahun 2014. 

Terjadi penurunan yang sangat signifikan secara kuantitas dari kesertaan KB di 

poliklinik rawat jalan dikarenakan pelayanan KB tanpa komplikasi hanya bisa 

dilayani di FKTP atau faskes pertama. Poliklinik KB terpadu yang diberi nama 
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Klinik Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi terletak di lantai 2 narnun sejak 

tahun 2016 sudah tidak beroperasi lagi dan lokasinya sekarang bergabung dengan 

poliklinik sub spesialis Obstetri Ginekologi lainnya. 

Gambar 4.1 Ruang Poliklinik Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 

Gambar 4.2 Ruang Poliklinik Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
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Pelayanan KB pada paslen rawat map ditujukan bagi pas1en pasca 

persalinan dengan kehamilan beresiko dan pasien rujukan dengan komplikasi 

berat. Ruang VK merupakan ruang bersalin yang terletak di lantai dasar sebagai 

wituk tindakan persalinan post partum berdampingan dengan ruang rawat inap 

yang disebut sebagai ruang Cendrawasih Bagian Obstetri Ginekologi RSUP Dr. 

Kariadi. 

Gambar 4.3 Ruang Bersalin Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi 
Somber: Dokumentasi Pribadi (2017) 

Gambar 4.4 Ruang bersalin Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
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B. Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian di Bagian 

Obstetri Ginekologi RSUP. Dr. Kariadi terutama pada determinan dan upaya 

rumah sakit terhadap peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana, disini 

akan ditekankan pada peran rumah sakit Dr. Kariadi sebagai institusi atau 

lembaga pemerintah yang selayaknya mendukung pelaksanaan program keluarga 

berencana. lmplementasi kebijakan tersebut adalah pada pelaksanaan program 

keluarga berencana yang secara teknis diwujudkan dalam bentuk pelayanan KB di 

rumah sakit. Maka penelitian ini hanya akan melihat pada sisi bagaimana 

optimalisasi determinan dan upaya rumah sakit terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan KB sebagai salah satu implementasi kebijakan publik, yang secara 

spesifik terfokus pada sisi pelayanan publik, serta kendala atau hambatan yang 

ditemui ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. 

1. Implementasi Kebijakan Pelayanan KB Pasca Persalianan 

Program KB merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, diantaranya 

merupakan upaya promotif dan preventif untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk dengan membatasi jumlah kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil 

yang berkualitas. Program KB adalah suatu kebijakan publik yang merupakan 

bagian dari pelayanan publik. Melalui kebijakan Keluarga Berencana tersebut, 

masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran dengan anjuran 

pemerintah bahwa setiap keluarga hanya memiliki maksimal dua anak dan 
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kebijakan ini diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena mencakup 

masyarakat luas, maka kebijakan tersebut tentunya tidak mudah untuk diterima 

begitu saja oleh setiap warga masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial, 

ekonomi dan budaya. 

Pada penelitian ini, optimalisasi determinan dan upaya rumah sakit akan 

menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga 

Berencana. Menurut Wahab (1997:63) "Implementasi kebijakan dapat dilihat dari 

sudut pandang: (1) Pembuat kebijakan (2) Pejabat - pejabat pelaksana di lapangan 

(3) Sasaran kebijakan (target group)." Pada tahap ini pembuat kebijakan 

mengenai pelayanan KB di rumah sakit akan terfokus pada sejauhmana kebijakan 

tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau 

kegagalan dari kebijakan tersebut. 

1. Pembuat Kebijakan di RSUP Dr. Kariadi 

Pada implementasi program Keluarga Berencana di RSUP Dr. Kariadi 

pembuat kebijakan adalah aktor - aktor yang memiliki wewenang sebagai policy 

maker terkait dengan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di rumah sakit. 

Di lingkup rumah sakit, aktor tersebut adalah jajaran Direksi yang dalam hal ini 

paling berperan menentukan kebijakan adalah Direktur Pelayanan Medik. Secara 

vertikal bagian yang secara teknis memberikan pelayanan KB berada di bawah 

Direktur Pelayanan Medik yaitu Bagian Kebidanan dan Kandungan RSUP. Dr. 

Kariadi dan tim PKBRS. Aktor policy maker tersebut adalah Kepala Bagian 

Obstetri Ginekologi dan para dokter yang tergabung di dalam Tim Pelayanan KB 
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di Rumah Sakit. Jadi dimasing - masing tingkatan para aktor pembuat kebijakan 

telah merancang suatu kebijakan di lingkup internal dimana aktor tersebut berada. 

Di bagian Obstetri Ginekologi, kebijakan internal yang diberlakukan terkait 

dengan pelayanan KB adalah dengan mengintensifkan pemberian pelayanan KB 

yang dilaporkan setiap hari (pagi dan sore) kepada dokter penanggung jawab 

pelayanan KB yang tergabung dalam tim PKBRS dalam bentuk pesan singkat 

melalui alat komunikasi hand phone. Selain itu laporan pelayanan KB juga 

disampaikan pada rapat bagian pada hari rabu setiap minggunya. Rapat bagian 

tersebut dihadiri oleh seluruh dokter DPJP dan residen yang ada di bagian Obstetri 

Ginekologi RSUP Dr. Kariadi. 

Salah satu materi yang disampaikan dalam rapat bagian yaitu laporan 

mingguan mengenai berapa jumlah pasien bersalin di RSUP Dr. Kariadi setiap 

minggunya. Dari jumlah pasien bersalin tersebut ada berapa pasien yang 

dilaporkan sudah menggunakan kontrasepsi berikut kontrasepsi yang mereka 

pilih. Hal tersebut menunjukkan adanya kontrol dan sistem monitoring yang 

diberlakukan di Bagian Obstetri Ginekologi setiap minggu terkait dengan 

pelayanan KB pasca persalinan. Menurut Informan Dokter Sp 5 selaku ketua 

Bagian Obstetri Ginekologi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan 

internal mengenai pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi, beliau menyatakan: 

"Kalau kita I 00% semua pasti dapat pelayanan KB, tergantung pada 
indikasinya, jadi contoh anak pertama keguguran ya pasti kita ndak akan 
kasih IUD, tapi kalau sudah lebih dari tiga, lebih dari empat, ya sudah pasti 
steril, kalo di kariadi !ho ya saya mengharuskan untuk itu. Dan setiap Rabu 
dikontrol kog, tiap Rabu kan mereka laporan. KB suntik sekian, KB 
kondom sekian, yang kondom alasannya kenapa tidak IUD, tiap rabu 
laporan.' 
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Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Informan Dokter Sp3 

selaku ketua Sub Bagian Fetomatemal Bagian Obstetri Ginekologi RSUP dr. 

Kariadi, sebagai berikut: 

"!ya ada surat dari PKBRS untuk menggalakkan KB, dan seminggu sekali 

kami ada rapat, kita selalu menyampaikan selama seminggu layanan KB nya 

berapa, kemudian KB apa yang banyak diberikan, pil, kondom, IUD." 

Ketika berlakunya suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan diiringi 

dengan konskuensi yang akan diterima oleh implementator kebijakan, jika 

kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di RSUP Dr. Kariadi 

terdapat konskuensi tertentu bagi dokter residen yang tidak berhasil melakukan 

tindakan pemasangan kontrasepsi pasca persalinan, mereka dianggap tidak 

mampu memberikan konseling kepada pasien, akibatnya dokter residen tersebut 

harus kembali belajar teknik konseling selama dua minggu di klinik KB. Seperti 

yang disampaikan Informan Dokter Sp 5, sebagai berikut: 

"Kalau saya terus terang kaku (tegas) di rumah sakit ini perkara KB, jadi 

kalau tidak bisa dikonseling KB, residennya boleh naik ke DP JP tapi 

residennya saya kembalikan ke klinik KB dua minggu, pendidikannya mundur 

dua minggu, supaya dia belajar konseling lagi disitu. " 

Hal yang sangat disayangkan bahwa kebijakan mengenai pemberlakuan 

konskuensi tersebut hanya diberikan kepada residen sebagai peserta didik, dan 

tidak bagi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasien (DPJP). DPJP memiliki 

hak sendiri untuk memutuskan bahwa seorang pasien perlu diberikan pelayanan 

kontrasepsi atau tidak. Pemyataan Informan Dokter Sp 5 mengenai konskuensi 

residen kembali ke poliklinik KB (rawat jalan) untuk memperdalam ilmu 
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konseling tersebut menjadi tidak optimal dikarenakan sejak BPJS kesehatan 

diberlakukan, jumlah kunjungan pasien yang datang ke poliklinik KB juga 

semakin berkurang, sehingga pada tahun 2016 keberadaan poliklinik KB telah 

digabungkan dengan poliklinik Obstetri Ginekologi. Penurunan jumlah 

kunjungan pasien KB di poliklinik KB tersebut dapat terlihat dari Gambar 4.6 

berikut ini : 
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Gambar 4.5 Kunjungan di Poliklinik KB RSUP Dr. Kariadi th 2013 - 2015 
Somber : RSUP Dr. Kariadi (2015) 

Dari data yang peneliti peroleh, terlihat telah terjadi penurunan yang 

signifikan terhadap kunjungan pasien yang akan menggunakan kontrasepsi di 

RSUP Dr. Kariadi, hal tersebut dapat terlihat melalui data kunjungan pasien 

poliklinik KB dari tahun 2013 ke tahun 2015. Adanya kebijakan internal 

mengenai konskuensi bagi residen untuk kembali belajar konseling di poliklinik 

KB akan menjadi kurang bermakna. Hal ini disebabkan karena klinik KB tersebut 

justru saat ini sedang kesulitan mendapatkan pasien untuk dikonseling maupun 

diberikan pelayanan KB. 
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Menurut aturan dari BPJS kesehatan, calon akseptor yang akan ber KB akan 

dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mendapatkan 

berbagai metode pelayanan kontrasepsi kecuali MOW dan MOP, atau akseptor 

dengan kompliasi. Pasien yang berkunjung ke RSUP Dr. Kariadi adalah pasien 

yang ingin ber KB tapi dengan komplikasi. Dan di tahun 2017 ini, keberadaan 

poliklinik KB telah digabungkan dengan poliklinik Obstetri Ginekologi, 

begitupun bagi petugas medisnya, bidan poliklinik KB juga bertugas di poliklinik 

Obstetri Ginekologi. Mengenai penggabungan poliklinik Obsgin tersebut, sesuai 

dengan keterangan yang disampaikan lnforman Dokter Sp 1 selaku staf di Sub 

bagian Fertilitas Endokrionologi Reproduksi berikut: 

"Di Kariadi ini kan poliklinik KB sudah ga jalan karena tidak bisa diklaim 
pasiennya, jadi pelayanannya kan tidak bisa kesini tapi ke tipe C, itu saja 
sudah habis, yang kesini paling yang komplikasi, yang komplikasi pun 
sudah jarang sekarang, karena KB sudah tidak di tipe A lagi, nah paling 
yang dikerjakan disini adalah KB pasca persalinan itu karena sekalian, 
itupun kemaren sempet ribut karena tidak bisa di klaim jadi pada males, 
tapi kan yang menjadi masalah yang sudah diteliti disini !ho ya, kan banyak 
masalah KB pasca persalinan itu, perdarahannya banyak, ekspulsinya 
tinggi, kayaknya agak mbleret ini, lagian ngga semua mau mengerjakan" 

Berkurangnya akseptor KB yang berkunjung ke poliklinik KB, secara 

otomatis akan berdampak pada berkurangnya kesempatan residen untuk 

memberikan konseling di klinik KB. Proses pemberian konseling justru akan 

dapat diberikan pada pasien ibu hamil, baik pada saat antenatal care (ANC) 

maupun postnatal care (PNC). Hal tersebut dikarenakan pelayanan KB di RSUP 

Dr. Kariadi saat ini hanya dapat dikerjakan ketika pasca persalinan. Kebijakan 

internal mengenai anjuran keharusan memasang KB pasca persalinan yang 

diberlakukan Kepala Bagian kepada seluruh dokter di Bagian Obsteri Ginekologi, 
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pada kenyataannnya dalam implementasinya tidak terlalu ketat, seperti keterangan 

yang disampaikan oleh lnforman Dokter Sp 2 berikut: 

"Kalau IUD post partum kan istilahnya itu tidak diwajibkan, jadi hanya 
dokter dokter tertentu saja, kalo jampersal dulu diwajibkan. " 

Dan keterangan - keterangan yang diperoleh tersebut, maka perlu adanya 

revisi mengenai kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh kepala bagian. 

Selain itu juga pentingnya menanamkan motivasi tidak hanya bagi residen akan 

tetapi juga bagi DPJP (dokter SpOG) selaku penanggung jawab pasien agar dapat 

memberikan KB pasca persalinan bagi pasien. Hal tersebut bertujuan agar selain 

meningkatkan cakupan KB di rumah sakit juga secara langsung mencegah 

terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi ibu hamil dengan komplikasi 

dan berkontribusi terhadap penurunan Angka Kematian lbu. 

b. Pejabat - pejabat pelaksana di RSUP Dr. Kariadi 

Para implementator pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi adalah tenaga medis 

diantaranya dokter DPJP (dokter SpOG) dan dokter residen (dokter umum yang 

sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis ), sedangkan untuk bidan 

serta perawat dan coas sifatnya hanya sebagai asisten. Sesuai dengan Undang 

Undang RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 

44 tentang Rumah Sakit maka diberlakukan sistem DPJP yaitu Dokter 

Penanggung Jawab Pelayanan. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan atau 

disingkat DPJP adalah seorang dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

asuhan medis seorang pasien jadi setiap pasien memiliki satu orang dokter 
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penanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menjamin tercapainya Patient Safety 

melalui pelaksanaan pelayanan yang berfokus pada pasien. 

Kepemimpinan klinik (clinical leadership) yang kuat di rumah sakit 

diperlukan agar pimpinan rumah sakit dapat mempercayakan pasien rumah sakit 

pada pemimpin klinik ini dalam upaya pelayanan kesehatan pada pasien rumah 

sakit. Direktur RSUP Dr. Kariadi mempunyai 2 unsur penjamin terlaksananya 

pelayanan pada pasien, yaitu unsur manajemen pelayanan yang dipercayakan pada 

Manajer Pelayanan Pasien (case manager) dan unsur asuhan klinis pasien yang 

dipercayakan pada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasien (DPJP). 

Pada sistem DPJP im temyata memiliki pengaruh terhadap 

keberlangsungan pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi karena setiap Dokter 

Penanggung Jawab Pelayanan Pasien bebas menentukan apakah pasien yang 

dilayani akan diberi kontrasepsi ataupun tidak. Seperti yang disampaikan 

Informan Dokter Sp 6, salah satu staf di sub bagian Obsginsos Bagian Obsgin 

RSUP dr. Kariadi, sebagai berikut: 

"Sebetulnya dari kita, kembali Kepala Bagian itu sangat menganjurkan 

untuk pemasangan KB tapi ya memang ada kebijakan dari DPJP masing -

masing. 

Berbeda halnya dengan ketika sistem DPJP belum diberlakukan, pasien 

merupakan tanggung jawab bersama, kebijakan untuk memberikan kontrasepsi 

pasca persalinan lebih permisif untuk dilakukan kepada semua pasien yang 

bersalin di RSUP Dr. Kariadi, dikarenakan setiap pasien tidak memiliki dokter 

penangung jawab pelayanan pasien. Hal ini semakin ditegaskan oleh Informan 
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dokter Sp 2 selaku salah satu staf sub Bagian Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, 

bahwa: 

"Kenapa dulu kontrasepsi itu bisa seakan - akan kompak semua terlibat, 
karena dulu belum ada sistem DP JP, Dokter Penanggung Jawab Pasien. 
Jadi dulu pasien - pasien kelas 3, yang bukan di kutilang, garuda, itu 
istilahnya milik bersama, itu ndak ada milik keseorang dokter, itu milik 
bagian, itu mulai berubah tahun 2013 ke 2014 itu berubah drastis terutama 
begitu akreditasi, jadi sekarang setiap pasien mempunyai DP JP, masing -
masing. Bahkan di poliklinik pun sekarang DP JP yang bertugas harus stand 
by, artinya begini, kalau jaman dulu, itu melalui dokter - dokter residen itu 
kompak, pokoknya waktu itu komandannya PKBRS dr. Hary tinggal 
ngomong sama residen, pokoknya semua pasien yang partus yang bersalin 
harus semuanya KB, heres serentak, sekarang ndak, sekarang dokter A, 
dokter B, ada yang setuju dengan IUD post partum, ada yang nggak, ada 
yang wajib, ada yang nggak, ada yang nggak peduli, nah itu akhirnya 
masing - masing instruksi beda. " 

Pemyataan diatas menyebutkan bahwa salah satu dokter yang berperan 

dalam tim PKBRS dan beliau merupakan salah satu dokter di bagian Obstetri 

Ginekologi yang pemah bekerj asama dengan BKKBN melakukan penelitian 

mengenai AKDR pasca plasenta di RSUP Dr. Kariadi pada tahun 2009. Menurut 

keterangan Key Person Dokter Sp bahwa IUD pasca plasenta sangat penting 

diberikan bagi ibu pasca persalinan, seperti disampaikan sebagai berikut: 

"Pemasangan IUD pasca persalinan memang disarankan untuk mencegah 
kehamilan karena untuk pasien yang ANC tidak rutin dengan dokter yang 
bersangkutan (DP JP) nanti ketika waktunya kontrol tidak akan kembali 
lagi, jadi dia akan kehilangan (akseptor) dan tidak ber KB karena mereka 
adalah pasien rujukan" 

Dari pemyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Kariadi 

sebagai rumah sakit tersier dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) 

tentunya tidak akan menerima pasien pasca bersalin tersebut untuk kembali 

kontrol ke RSUP Dr. Kariadi. Pada ibu pasca bersalin, ketika setelah nifas mereka 
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akan dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yaitu puskesmas 

dan dokter keluarga. Jika yang bersangkutan memiliki kesadaran untuk 

melakukan kontrol dan menggunakan kontrasepsi tentunya ia akan kembali ke 

faskes pertama, namun jika ia tidak berminat atau memiliki pemahaman yang 

terbatas mengenai pentingnya menggunakan kontrasepsi disaat kembalinya 

kesuburan, maka yang bersangkutan akan enggan datang ke faskes tingkat 

pertama tersebut, ditambah lagi dengan alasan kesibukannya merawat bayi yang 

baru dilahirkannya. Hal inilah yang kemungkinan akan menyebabkan terjadinya 

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) terhadap ibu - ibu yang memiliki 

kecenderungan komplikasi dan berisiko tinggi tersebut. 

Pentingnya pemasangan IUD pasca plasenta tersebut didukung juga oleh 

beberapa penelitian IUD pasca plasenta yang dilakukan di beberapa senter rumah 

sakit di Indonesia. Selain pelaksanaan di RSUP dr. Kariadi, penelitian tersebut 

juga dilaksanakan bersamaan dengan rumah sakit lainnya yaitu RS. Abdoel -

Muluk Lampung, RS. Saiful Anwar Malang, RS. Kandao Manado, RSUD 

Sardjito, RS Hasan Sadikin, RS Wlingi Blitar dan beberapa rumah sakit lainnya. 

(Kepmenkes, 2012) 

Pada tahun 2012 Kementrian Kesehatan RI menerbitkan Pedoman 

Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan. Pada saat 

ini tenaga kesehatan belum memiliki persepsi yang sama tentang pelayanan KB 

pasca persalinan. Pedoman ini diberikan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan KB pasca persalinan. Dalam pedoman ini 

dijelaskan tentang metode dan jenis kontrasepsi KB pasca persalinan, konseling 
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dan manaJemen pelayanan KB pasca persalinan serta dilampirkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) AKDR pasca persalinan. Pemakaian kontrasepsi 

pasca persalinan diharapkan dapat mencegah terjadinya kehamilan dengan jarak 

yang terlalu dekat (salah satu komponen 4 terlalu) sehingga diharapkan dapat 

memberikan berkontribusi dalam menghindari terjadinya komplikasi dalam 

kehamilan, persalinan dan nifas yang menyebabkan kematian ibu. 

Berkaitan dengan para implementator kebijakan pemasangan KB pasca 

persalinan ini, selain dokter DPJP, para pelaksana pelayanan KB di RSUP Dr. 

Kariadi adalah Residen yaitu dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan 

Dokter Spesialis (PPDS I) di RSUP Dr. Kariadi, dokter residen tersebut ada 

dibawah tanggung jawab DPJP. Setiap DPJP memiliki persepsi dan teknik 

tersendiri dalam menganjurkan pemasangan KB bagi pasien bersalin. Tidak 

semua DPJP setuju memberikan pelayanan KB pasca plasenta dengan berbagai 

alasan medis yang mereka berikan. Sebagian dokter lebih memilih menganjurkan 

pemasangan KB pada ibu bersalin setelah masa nifas. Untuk bidan sendiri sifatnya 

lebih banyak membantu sebagai asisten. 

Berdasarkan keterangan - keterangan yang peneliti peroleh, terdapat 

beberapa dokter yang lebih menganjurkan penggunaan kontrasepsi bagi ibu pasca 

melahirkan justru pada periode setelah nifas (setelah 40 hari). Bagi rumah sakit, 

hal tersebut berarti akan memicu terjadinya miss opportunity atau kehilangan 

kesempatan ber-KB bagi ibu setelah melahirkan yang akan berimbas pada 

berkurangnya cakupan KB di rumah sakit. Selain itu, di kemudian hari tidak ada 

jaminan bahwa pasien tersebut akan memilih menggunakan atau tidak 
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menggunakan kontrasepsi ketika masa nifas berakhir, tanpa adanya monitoring 

dari rumah sakit. Terdapat beberapa pendapat yang menganjurkan KB pasca nifas 

dengan beberapa pertimbangan, seperti yang disampaikan Informan Dokter Sp 1, 

berikut kutipan wawancaranya: 

"Ya pasca nifas, kalo pasca persalinan untuk apa coba, 40 hari kan tidak 
mungkin hamil, kalo dari sisi medis ya ini dari india, ternyata sudah 
beberapa kali ada jurnal, ada penelitiannya siapa, ternyata kan ada 
masalah ekpulsinya tinggi banget, perdarahan ada yang sampai transfusi, 
kalau sectio itu, sekarang banyak yang dilepas tidak bisa, perdarahan 
banyak." 

Hal yang hampir senada diungkapkan pula oleh Informan Dokter Sp 3 

mengenai KB pasca nifas, berikut pernyataannya : 

"Kalau saya lebih condong memasang pasca nifas, kalau saya biasanya ke 
pasien menganjurkan untuk ikut KB kalau tentang IUD saya biasanya 
menganjurkan nanti setelah nifas kembali untuk dipasang karena rahim 
kan sudah kembali kepada uterus yang semestinya, soalnya kalau pasca 
plasenta kasusnya masih belum banyak sehingga berapa ekspulsinya, 
berapa dislokasinya, bagaimana itu saya belum bisa menyampaikan 
konklusinya, tapi kalau pasca nifas no problem selama ini. " 

Pernyataan dari ketua Sub Bagian F etomaternal Informan Dokter Sp 3 

tersebut didukung oleh keterangan dari ketua sub Bagian Uroginekologi yaitu 

Informan Dokter Sp 4, sebagai berikut: 

"Pada orang - orang yang educated kadang-kadang justru menolak IUD 

post plasenta pada saat caesar karena orang bisa memilih logika apabila 

ditanamkan IUD pada saat rahim masih besar, masih ada perjalanan 

inklusi, proses pengecilan uterus itu bisa mengakibatkan posisi rahim itu 

berubah atau bahkan lepas, atau ekspulsi, jadi pada saat itu ketika pasien 

diberitahukan akan hal itu, sebagian pasien menolak penggunaan IUD 

pasca plasenta. " 

Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para 

pelaksana atau implementator kebijakan dalam hal ini dokter DPJP dan residen, 
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memiliki alasan medis tersendiri untuk memilih memasang ataupun tidak 

memasang IUD pasca plasenta. Kecenderungan untuk menganjurkan pemasangan 

KB pasca nifas tersebut juga dipengaruhi oleh pola berfikir masyarakat saat ini. 

Menurut sebagian dokter, para pasien yang memiliki wawasan dan bisa berfikir 

logis, tentunya akan lebih memilih untuk tidak manggunakan KB pasca plasenta, 

kemungkinan karena kekhawatiran yang dimiliki mereka. Padahal apabila 

dilakukan tenaga profesional kemungkinan beberapa keluhan tersebut tidak akan 

terjadi. oleh 

Saat ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh berbagai informasi dari 

internet mengenai beragam metode kontrasepsi baik itu kelebihan dan 

kekurangannya. Bagi masyarakat yang berfikir praktis dan tidak ingin direpotkan 

oleh pemasangan alat kontrasepsi setelah nifas, kemungkinan akan meminta 

kepada dokter untuk pemasangan kontrasepsi pasca plasenta. Sedangkan bagi 

masyarakat lain yang memiliki pandangan tertentu mengenai kelemahan IUD 

pasca plasenta dan memiliki kekuatiran akan efek samping yang akan 

diterimanya, tentunya masih berfikir dua kali untuk menerima tindakan tersebut. 

c. Sasaran Kebijakan Pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi 

Sasaran kebijakan (target group) program KB di RSUP Dr. Kariadi adalah 

semua ibu pasca persalinan dan pasangan usia subur yang ingin menunda 

kehamilan. Pada ibu pasca persalinan, mereka adalah pasien yang dirujuk karena 

komplikasi tertentu sehingga tidak bisa dilayani di rumah sakit tipe C dan B. 

Dengan diagnosa dan komplikasinya tersebut diharapkan setelah persalinan 
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seorang ibu sudah menggunakan kontrasepsi sebelum meninggalkan rumah sakit. 

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) 

yang disebabkan oleh miss opportunity KB pasca persalinan, secara eksplisit hal 

ini berimplikasi pada penurunan angka kematian Ibu serta peningkatan cakupan 

KB di rumah saki t. 

Penerapan sistem berjenjang bagi peserta BP JS kesehatan ini sangat 

berdampak terhadap penurunan jumlah kunjungan pasien yang ingin ber KB. Pada 

pasangan usia subur yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan 

anak lagi, namun membutuhkan kontrasepsi, mereka tidak akan dapat dilayani di 

RSUP dr. Kariadi. Hal ini dikarenakan pelayanan KB bagi ibu yang masih 

berstatus PUS atau ibu hamil tanpa komplikasi yang terdaftar sebagai peserta 

BPJS kesehatan, hanya dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) atau Faskes pertama, seperti puskesmas dan dokter keluarga. 

RSUP Dr. Kariadi merupakan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 

(FKRTL), sehingga akan sangat jarang ditemui pasien yang ingin menggunakan 

kontrasepsi tanpa adanya indikasi atau komplikasi tertentu. Seperti yang 

disampaikan Informan Dokter Sp 2, sebagai berikut : 

"Disini tipe A, ha/ itu (MOW) hanya bisa dilayani di tipe C dulu, makanya 

disini akhirnya jauh berkurang memang untuk metode yang permanen itu. 

Termasuk misalnya pelayanan KB di poliklinik, tidak bakal bisa di kariadi, 

karena harus dilayani di level primer untuk kontrasepsi JUD. " 

Beberapa alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena RSUP Dr. 

Kariadi merupakan rumah sakit tipe A yang bersifat tersier yaitu sebagai rujukan 

terakhir di tingkat provinsi Jawa Tengah dan tentunya pasien hamil yang dirujuk 
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kerumah sakit ini adalah pasien dengan kehamilan beresiko tinggi atau dengan 

komplikasi tertentu. Sehingga secara kuantitas dibandingkan tahun - tahun 

sebelumnya, jumlah pasien ibu hamil juga mengalami penurunan, dan bagi pasien 

yang tidak mengalami komplikasi sudah dapat dilayani di fasilitas kesehatan 

primer. Seperti yang disampaikan Informan Dokter Sp 2, sebagai berikut : 

"!ya karena kalau rumah sakit tipe A dan tipe B itu akan sulit terutama 
kalau pelayanan KB interval, akan kesulitan karena ndak bakal bisa masuk, 
kecuali ada orang mau steril tapi punya penyakit jantung, Iha itu tapi kan 
jarang sekali. " 

Penggunaan kontrasepsi akan menjadi penting manakala dihadapkan dengan 

kasus komplikasi yang dimiliki oleh pasien - pasien tersebut. Ibu hamil dengan 

komplikasi tertentu, akan memberi sumbangan terhadap tingginya Angka 

Kematian Ibu bila kasus ini tidak dapat teratasi. Dan dalam hal ini rumah sakit 

memiliki dua tugas yang berkaitan dengan penanganan ibu hamil tersebut, 

pertama yaitu bagaimana tugas dokter dalam menolong persalinan dengan 

komplikasi dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, kedua bagaimana 

langkah yang ditempuh dokter agar tidak terjadi kehamilan lagi pada ibu dengan 

komplikasi karena dapat mengakibatkan kematian. 

Adapun mengenai pemakaian kontrasepsi KB pasca persalinan secara 

terperinci terlihat adanya penurunan pada prosentase kesertaan KB yang meliputi 

berbagai jenis kontrasepsi khususnya KB IUD pasca melahirkan di instalasi rawat 

inap dalamjangka waktu lima tahun mulai dari tahun 2011-2015. Pemakaian IUD 

di tahun 2011 mencapai 49,7% dan terjadi penurunan menjadi 23,7% di tahun 

2015. Sementara Metode Operasi Wanita dan penggunaan pil cenderung di angka 

43964

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



92 

yang tetap. Untuk kontrasepsi implan, suntik dan kondom cenderung mengalami 

peningkatan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.6 berikut ini : 

49.7% 
50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

• 2011 

• 2012 

• 2013 

• 2014 

• 2015 

Gambar 4.6 Tren Pemakaian Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan d.engan 
Semua Metode Kontrasepsi Tahun 2011- 2015 
Sumber: RSVP Dr. Kariadi (2015) 

Adanya penurunan kesertaan KB MKJP terutama pada kontrasepsi IUD 

yang terlihat dari tahun 2011 ke tahun 2015 bukan tanpa alasan, adanya 

kecenderungan pasien untuk beralih ke kontrasepsi suntik, implan serta kondom 

merupakan dampak dari adanya beberapa kebijakan yang ditetapk.an pemerintah. 

Disini perlunya dukungan dari dokter untuk tidak berhenti memberikan konseling 

kepada ibu hamil dengan komplikasi dan beresiko tinggi tersebut, terutama pada 

saat antenatal care (ANC) dan postnatal care (PNC). Adapun mengenai 

mekanisme proses konseling tersebut dapatdilihat melalui Tabel 4.1 berikut ini : 
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Tabel. 4.1 Tabel Mekanisme dan Elemen Penting pada Proses Konseling pada 

Pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi 

KONSELOR WAKTU TEMPAT SA SARAN 

KON SELING 

Semua petugas staf para - Antenatal IGO Bag Obsgin, - !bu ham ii 

medis/bidan dan residen Care (ANC) Bangsal Nifas, di rujukan dengan 

PPDS Obsgin di RSUP Dr. - Postnatal VKJKamar bersalin, resiko tinggi 

Kariadi Care (PNC) Irja dan IBS - Pasca persalinan 
pervaginam & 
bedah sesar 

KONTEN KONSELING 

Pentingnya mengakhiri Saran untuk sebaiknya IUD Pase a Plasenta paling 

kehamilan bagi ibu risti untuk menggunakan KB efektif dari segi waktu hanya 

menghindari KTD & sebelum pulang dari 10 menit dan secara medis 

menurunkan AKI rum ah sakit agar am an 
segera terlindungi 

HAMBATAN 

Tidak semua dokter memiliki pertimbangan Alasan kondisi rahim masih be I um 

medis yang sama mengenai KB Pasca Plasenta, kembali ke ukuran semestinya, 

ada yang cenderung menyarankan pasca nifas menghindari terjadinya efek samping 
ekspulsi dan perdarahan 

Sumber : Analisis Pribadi 

Selain mekanisme konseling yang masih memiliki hambatan, kesadaran 

dokter untuk memberikan KB pasca persalinan sebelum ibu pulang dari rumah 

sakit sangat penting agar ibu pasca persalinan sudah dapat dipastikan terlindungi 

oleh kontrasepsi baik itu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang maupun 

Kontrasepsi Mantap (Tubektomi). 

Dari ketiga elemen yang telah disebutkan diatas, diantaranya : kebijakan, 

pejabat pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan KB pada era JKN 

dan sebelum JKN, hal tersebut yang memberikan dampak terhadap mekanisme 

pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi, mekanisme pelayanan KB pada era JKN ini 

dapat dilihat dari Tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2: Pengaruh Kebijakan terhadap Mekanisme Pelayanan KB bagi Pasien di 

RSVP Dr. Kariadi 

SEBELUM JKN ERA JAMINAN PENGARUH 

DIBERLAKUKAN KESEHATAN TERHADAP 

NASIONAL MEKANISME 
PELA YANAN 

RS dapat menerima setiap Pelayanan KB dengan Pemberian akses 

pasien yang ingin berKB dan sistem berjenjang, RSUP pelayanan KB menjadi 

bersalin, baik yang rujukan Dr. Kariadi sebagai berkurang, pasien yang 

maupun yang tidak rumah sakit rujukan dirawat hanya ibu 
terakhir (tersier) dengan bersalin dengan risti 

kategori tipe A 

Semua biaya persalinan Di era JKN dalam ha! Pelaksanaan KB pasca 

ditanggung oleh jampersal pembiayaan pelayanan persalinan menjadi 

termasuk alat kontrasepsi iud KB pasca persalinan tidak optimal dan 

& implan, sehingga lebih tidak dicover oleh BPJS cenderung berkurang 

mudah memotivasi pasien Kesehatan, didalam tarif 

untuk ikut KB INA CBGs istilah 
"tubektomi" belum 
tercover 

Tersedia poliklinik KB Hampir tidak ditemukan Keberadaan Poliklinik 

terpadu dengan beberapa adanya pasien datang KB Terpadu sudah 

kunjungan pelayanan KB hanya untuk her KB di digabung dengan 
poliklinik KB Poliklinik Obsgin 

begitupun petugas 
medisnya 

Somber : Analisis Pribadi 

2. Determinan Pada Implementasi Kebijakan KB 

a. Faktor Komunikasi 

Pada penelitian ini faktor komunikasi atau kejelasan informasi di RSUP. Dr. 

Kariadi belum dapat berjalan secara optimal. Komunikasi yang merupakan 

variabel yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan pelayanan keluarga berencana, pada era jaminan 

kesehatan nasional ini masih mengalami banyak hambatan dan ketidakjelasan 

baik itu bagi petugas medis dan bagi para dokter sebagai pelaksana kebijakan di 
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RSUP Dr. Kariadi serta pasien pasca persalinan yang merupakan target sasaran 

kebijakan pelayanan KB di rumah sakit ini .. 

1) Proses transmisi informasi pelayanan KB di RS. Dr. Kariadi 

Pelayanan KB di rumah sakit ini dilaksanakan di Bagian Kebidanan dan 

Kandungan (Obstetri dan Ginekologi) yang target sasarannya yaitu pasien yang 

terdapat di instalasi rawat jalan maupun rawat inap. Proses penyaluran 

komunikasi kurang berjalan efektif karena terdapat tingkatan birokrasi dari satu 

unit ke unit lainnya. Disini peran tim PKBRS menjadi sangat penting sebagai unit 

yang bertanggung jawab untuk menyalurkan informasi mengenai program 

keluarga berencana ini sampai ke tingkat pelaksana dan pihak - pihak terkait yang 

ada di rumah sakit. 

Menurut informasi dari staf di Obstetri Giekologi, tim PKBRS pemah 

memberikan himbauan mengenai pelayanan KB yang ditujukan kepada dokter 

dan petugas medis di rumah sakit untuk mensosialisasikan pelayanan KB pada 

unit dimana mereka berada, dan juga himbauan memberikan pelayanan KB bagi 

dokter yang membantu persalinan di RS dr. Kariadi. Seperti yang disampaikan 

Informan Dokter Sp 3, berikut ini: 

"Peran rumah sakit ada yaitu memberikan semacam perintah dalam tanda 

kutip pada para dokter untuk menghidupkan lagi kegiatan mulai dari 

konseling sampai dengan pelayanan KB. " 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi informasi secara 

resmi sudah pemah diberikan oleh tim PKBRS melalui surat edaran resmi. 
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Adapun mengenai himbauan sudah pemah dilakukan namun cara ini masih belum 

efektif karena tidak dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

2) Kejelasan informasi pelayanan KB 

Pada penelitian ini, faktor kejelasan informasi mengenai pelayanan KB bagi 

petugas pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah dokter dan petugas medis 

masih belum berjalan secara maksimal. Kejelasan mengenai tata kelola pelayanan 

KB Rumah sakit yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor : 590/Kemenkes/SKNil/2009 tentang pedoman pelayanan keluarga 

berencana di Rumah Sakit yang digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit untuk 

mengimplementasikan program pelayanan KB. Himbauan pemerintah mengenai 

pelayanan KB di rumah sakit ini semakin diperjelas dengan diterbitkannya 

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-10/BS/2009 tentang Pedoman 

Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, disini 

dicantumkan pula mengenai prosedur teknik pemasangan AKDR pasca plasenta. 

Kejelasan mengenai pelayanan KB di rumah sakit meliputi kejelasan 

pelaksanaan kebijakan KB di lingkup rumah sakit dan juga yang tidak kalah 

penting adalah penjelasan resmi mengenai pembiayaan bagi pelayanan KB yang 

dapat di klaim oleh BPJS. Selain itu penjelasan mengenai tarif pelayanan KB 

yang ditanggung BPJS bagi pasien juga harus dimengerti oleh para pelaksana 

kebijakan, agar tidak terjadi kesalahan persepsi ketika hal tersebut disampaikan 

kepada pasien. Hal tersebut seperti disampaikan Informan dokter Sp 6, berikut: 

"Saya sendiri secara pribadi juga belum tahu masalah klaim - klaimannya 

seperti itu, kalau kita di kariadi itu menjadi pertanyaan. " 
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Pernyataan diatas semakin ditegaskan dengan adanya ketidak jelasan 

informasi yang disampaikan tersebut dikarenakan adanya informasi pembiayanan 

pelayanan KB yang belum disampaikan secara jelas kepada para implementator 

kebijakan, seperti yang disampaikan Informan Dokter Sp 4 selaku staf Bagian 

Obstetri Ginekologi berikut : 

"Belum ada edaran resmi yang membuat kita berani mengatakan bahwa KB 

metode apapun yang mana itu akan dicover BP JS dalam rangka JKN. " 

Seperti halnya pernyataan diatas, kejelasan informasi telah mengalami 

sedikit distorsi ketika kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional mulai diberlakukan 

pemerintah di tahun 2014, ada beberapa pelayanan KB yang tindakan medisnya 

dilakukan namun tidak mendapatkan imbalan karena dianggap tidak bisa diklaim 

oleh BPJS. Masa transisi dari kebijakan jampersal menuju pemberlakuan 

kebijakan JKN merupakan kompleksitas kebijakan yang tentunya mengakibatkan 

program keluarga berencana ini sedikit terabaikan dan terdistorsi. Seperti 

disampaikan Informan Dokter Sp 4, berikut ini: 

"Kalau dulu, jampersal itu menanggung semuanya, karena bagaimanapun 

juga yang menanggung itu pemkot, jadi jampersal kota atau provinsi, 

bahkan KB pun di klaim dalam arti pasien benar - benar diberi bantuan, 

jadi metode kontrasepsi malah dapat, tapi sekarang BP JS malah tidak 

menanggung apapun. " 

Pada saat penerapan sistem JKN, yang pada awalnya menimbulkan 

ketidakjelasan bagi pelaksana kebijakan apakah mereka harus tetap memberikan 

pelayanan KB pasca persalinan yang tidak bisa di klaim ataukah pasien diminta 

berkonsultasi kembali setelah masa nifas di faskes pertama, sehingga akibatnya 

terjadi penurunan jumlah kesertaan KB pasca persalinan pada awal pemberlakuan 
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BPJS sampai dengan saat ini. Hal tersebut seperti yang disampaikan Informan 

Dokter Sp 2, berikut ini : 

"Ya itu peralihannya di tahun 2013 dan2014, saat itu kan peralihan dari 

jampersal, jampersal itu kan dulu gampang sekali untuk berobat ke rumah 

sakit, dan belum ada tipe - tipean, katakanlah dari bidan itu langsung ke 

sini bisa, dan hanya dengan syarat bersedia untuk memakai alat 

kontrasepsi. !tu aja. Jadi waktu itu memang digalakkan sekali untuk 

Keluarga berencana, tetapi di era BP JS ini kan agak berbeda karena BP JS 

itu istilahnya tidak mengcover pelayanan KB. " 

Hal serupa disampaikan oleh Key Informan dari BKKBN bahwa ada 

perbedaan sejak JKN diberlakukan, seperti dinyatakan sebagai berikut : 

"RS Kariadi mendapat juara 1 nasional dalam kategori KB pasca 

persalinan dan keguguran pada tahun 2009 dan 2013 lomba KB pasca 

persalinan tipe A karena cakupannya paling tinggi sampai 90 % waktu itu, 

cuman waktu terakhir dr. Hary juga cerita sejak era JKN tidak setinggi 

pada waktu lalu karena kan pembiayaannya IUD sendiri dirumah sakit kan 

sekarang belum tercover bener, MOW pun juga sekarangkan pasca salin 

pervaginam hampir sama biayanya, bedah sesar pun selisih tapi sedikit, itu 

permasalahannya. " 

Dari keterangan - keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai 

kejelasan informasi dalam pelayanan KB belum dapat dikatakan optimal. Ada 

beberapa dokter yang belum memahami mengenai pelayanan KB di era JKN ini 

khususnya mengenai pembiayaan. Dalam hal pembiayaan pelayanan KB, 

informasi sifatnya masih simpang siur karena pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi 

dapat dilakukan akan tetapi tindakan tersebut belum bisa diklaim ke PBJS 

kesehatan, artinya dilakukan atau tidak dilakukan tindakan MOW pasca 

persalinan, tetap masih menjadi satu kesatuan tindakan dengan tarif yang tetap 

sama. 
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Dalam hal ini, berkaitan dengan kejelasan komunikasi belum dapat 

diaplikasikan pihak rmah sakit dikarenakan ada beberapa informasi yang masih 

belum dapat diterima dengan jelas oleh tim dokter berkaitan dengan pelayanan 

MOW sehingga menimbulkan kebingungan dan bermakna ambigu. 

3) Konsistensi antara kebijakan dengan regulasi 

Konsistensi ataupun ketepatan layanan dengan regulasi merupakan hal yang 

mendasar dalam sebuah pelayanan publik. Dalam hal ini kebijakan pelayanan 

keluarga berencana harus didukung dengan aturan kebijakan dan regulasi agar 

pada implementasinya bisa berjalan secara berkesinambungan. Namun pada 

kenyataannya pelayanan KB di rumah sakit, dari segi pembiayaan belum 

sepenuhnya didukung oleh regulasi yang ada. Hal tersebut seperti disampaikan 

Informan Dokter Sp 4, berikut ini: 

"Dari atas ya seharusnya ada kebijakan yang jelas, JKN ini peduli ndak 

sama keluarga berencana, sampai sekarang kepeduliannya masih dirasakan 

tidak menyentuh ke arah kontrasepsi, tidak menyentuh sama sekali justru 

yang disentuh adalah orang - orang yang dianggap nantinya kalau 

melahirkan beresiko tinggi, nah pencegahan itu kan semestinya sebelum dia 

hamil.' 

Kebijakan mengenai pelaksanaan pelayanan KB seharusnya dapat 

menyentuh sampai ke setiap fasilitas kesehatan yang ada maupun rumah sakit 

primer, sekunder dan tersier. Kebijakan Sistem JKN yang menempatkan 

pelayanan kesehatan berjenjang ini memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. 

Bagi RSUP Dr. Kariadi dengan kategori tersier, tentunya pelayanan KB yang bisa 

di tangani hanya Metode Operasi Wanita (tubektomi) saja, sedangkan untuk alat 
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kontrasepsi metode lainnya dapat dilayani di Faskes tingkat 1 sehingga 

pemasangan metode IUD atau implan di RSUP Dr. Kariadi tidak dapat diklaim 

dikarenakan metode tersebut hanya dapat di klaim di faskes tingkat pertama, hal 

tersebut seperti yang disampaikan Informan Dokter Sp 5, berikut ini : 

"Jadi BP JS itu selalu kaku .. kakunya begini karena bunyinya IUD pas ca 

plasenta jadi pelayanannya IUD, IUD itu cuman hanya dilayani menurut 

BP JS di FKTP. 

Dalam hal ini ketidakonsistenan regulasi disebabkan karena pelayanan KB 

tidak didukung oleh pembiayaan dari sistem INA CBG;s. Hal tersebut menjadi 

salah satu kendala yang menyebabkan penurunan angka kesertaan KB MKJP di 

RSUP Dr. Kariadi. Dampak yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan 

pelayanan KB ini, oleh beberapa dokter dianggap sebagai kebijakan yang terbalik, 

artinya di RSUP Dr. Kariadi yang merupakan rumah sakit tipe A dengan pasien 

ibu hamil komplikasi beresiko tinggi tentunya KB dianggap vital karena dapat 

mencegah terjadinya kembali kehamilan beresiko yang berdampak pada kematian 

ibu dan bayi, seperti disampaikan Informan Dokter Sp4, berikut ini : 

"Sebetulnya harapannya kalau idealnya yang ditanggung proses persalinan 

itu ya yang betul - betul beresiko tinggi, itu okelah, yang tidak beresiko 

tinggi, hamil ke tiga, partus normal dengan kemungkinan normal itu tidak 

perlu ditanggung, yang ditanggung justru terbalik, sekarang itu BP JS 

menerapkan suatu kebijakan yang terbalik, ketika orang sudah beresiko 

tinggi malah dibiarkan tidak her KB karena biaya ber KB justru tidak ada. " 

Dari beberapa keterangan diatas, berkaitan dengan konsistensi kebijakan 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak konsistenan antara ketentuan 

program pemerintah dan regulasi yang ada. Disatu sisi terdapat himbauan 

pelayanan KB sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bentuk pelayanan 
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publik, disisi lain kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional justru kurang 

menyentuh program Keluarga Berencana. Hal ini menimbulkan pertentangan 

yang mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi 

kebijakan. 

Pemasangan kontrasepsi yang merupakan salah satu program pemerintah 

hendaknya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, salah satunya melalui 

pembiayaan di setiap jenjang fasilitas kesehatan baik itu faskes pertama maupun 

kedua. Tindakan pelayanan KB hendaknya dapat diperoleh masyarakat luas di 

fasilitas kesehatan manapun, termasuk rumah sakit primer, sekunder dan tersier. 

RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit tersier, tidak tidak dapat menerima semua 

jenis metode kontrasepsi dan semua pelayanan KB. 

Pada kenyataannya pembiayaan pelayanan KB yang tidak dapat diklaim 

oleh Rumah Sakit kepada BPJS Kesehatan tersebut nampaknya menimbulkan 

adanya sedikit demotivasi di kalangan sebagian dokter tertentu. Dampaknya 

beberapa dokter merasa pemasangan KB pasca persalinan di RSUP Dr. Kariadi 

bukan menjadi suatu prioritas lagi di rumah sakit ini itu artinya bertentang denga 

kebijakan internal yang diberlakukan di Bagian Obsgin bahwa dokter harus 

mengutamakn pemberian pelayanan KB pasca persalinan maka timbullah 

resistensi terhadap kebijakan tersebut. Adapun gambaran mengenai implementasi 

kebijakan di RSUP Dr. Kariadi dapat dilihat dari Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 Implementasi Kebijakan Program KB di RSUP Dr. Kariadi 

Aktor & Implementator Substansi Kebijakan Resistensi kebijakan 

- Aktor pembuat kebijakan - Anjuran pemberian KB -Tindakan KB pasca 

pelayanan KB adalah pasca persalinan dengan persalinan tidak 

Jajaran Direksi dan indikasi, terutama IUD termasuk dalam tarif 
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Manajemen Rumah Sakit, pasca plasenta INA CBG's pada sistem 

Kepala Bagian Obstetri - Laporan rutin pelayanan JKN 

Ginekologi (Ka KSM), tim KB/monitoring harian, -Adanya demotivasi dari 

PKBRS dan Sub Bagian setiap selesai tugas pagi sebagian dokter untuk 

Fertiltas Endokrinologi dan tugas jaga melakukan tindakan KB 

Reproduksi - Setiap 2-3 hari residen pasca persal i nan 

- Implemenator Kebijakan melaporkan bukti - Pelaksanaan KB tidak 

adalah semua Dokter pencatatan dalam buku optimal karena ada 

SpOG, Residen, dan Bidan harianpelayanan KB sistem DPJP (Dokter 

di RSUP Dr. Kariadi kepada penanggung Penanggung Jawab 
jawab KB Pasien) 

- Rapat evaluasi khusus - Poliklinik KB terpadu 

PKBRS setiap hari sudah tidak ada. 
senin: materi meliputi 
evaluasi mingguan, 
strategi peningkatan 
cakupan dan mutu 
pelayanan 

- Laporan rutin pelayanan 
KB di rapat bagian 
setiap minggu di hari 
Rabu, materi pertemuan 
jaga mutu pelayanan 

- Rapat Kerja Bagian, 
setiap jumat ke 4 

' 
materi : laporan penting 
pelayanan KB bila ada 
komplikasi/efek 
sampmg 

- Konskuensi bagi dokter 
residen PPDS I yang 
tidak mampu memberi 
konseling 

Sumber: Analisis Pribadi 

b. Faktor Sumber Daya 

Faktor Sumber daya turut berperan dalam menentukan keberhasilan maupun 

kegagalan sebuah implementasi kebijakan, indikator - indikator yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana sumber daya mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakanan terdiri dari staff, ketersediaan anggaran, informasi dan 

wewenang dan fasilitas. berikut adalah penjelasannya : 
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1) Jumlah personil pelaksana pelayanan KB di rumah sakit. 

Petugas medis di RS. Dr. Kariadi terdiri dari 22 Dokter Spesialis Kebidanan 

dan Kandungan, 62 Residen atau Dokter umum yang sedang menempuh 

pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan profesi dokter (Co.As), bidan dan perawat. Dengan jumlah 

personil yang cukup memadai dan dengan kompetensi yang dimiliki mereka, 

pelayanan KB akan menjadi lebih optimal berkat dukungan dan pemberian 

konseling kepada calon akseptor dan ibu hamil pada masa antenatal care (ANC) 

dan postnatal care (PNC). 

Bagian Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi terdiri dari 5 divisi yang 

masing - masing memiliki sub spesialis dari ilmu obstetri ginekologi yaitu sub 

bagian Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, sub bagian Fetomatemal, Sub Bagian 

uroginekologi, Sub bagian Obsginsos dan Sub bagian Onkologi. Berkaitan 

pelayanan KB di rumah sakit, pelaksanan utama adalah staf dari Sub bagian 

F ertilitas Endokrinologi Reproduksi. 

2) Ketersediaan anggaran pelayanan KB di Rumah Sakit. 

Dalam hal anggaran, pembiayaan diperoleh melalui sistem JKN yang 

diklaim rumah sakit kepada BPJS kesehatan dengan berpedoman pada sistem INA 

CBG's yang merupakan sistem paket berdasarkan diagnosa. Berkaitan dengan 

ketersediaan alat kontrasepsi Pembiayaan pelayanan KB di FKTP dan FKRTL 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 59 Tahun 

2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 
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Jaminan Kesehatan. Menurut Permenkes No. 59/2014 pasal 3 disebutkan bahwa 

pil dan kondom untuk pelayanan KB hanya dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) dan dibiayai JKN melalui sistem kapitasi. Berbeda 

dengan metode kontrasepsi selain pil dan kondom, metode lainnya menggunakan 

tarif Non Kapitasi. Tarif pembiayaan tersebut yaitu pelayanan KB suntik Rp15 

ribu, pemasangan atau pencabutan IUD Rp 100 ribu, pemasangan atau pencabutan 

implan 100 ribu rupiah, vasektomi 350 ribu rupiah, komplikasi pasca penggunaan 

kontrasepsi 125 ribu rupiah. 

Sementara pelayanan KB di FKR TL yang bersifat operatif atau berdasarkan 

indikasi medis rujukan dari FKTP diklaim dari paket INA CBGs. Di RSUP dr. 

Kariadi sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut merupakan fasilitas 

kesehatan tingkat tersier yang menangani kasus komplikasi tertentu dengan 

rujukan. Adapun tarif pelayanan KB dengan paket INA CBG's merupakan sistem 

pembayaran dengan sistem "paket" berdasarkan penyakit yang diderita pasien. 

Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang 

merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. 

Sistem pembayaran menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA­

CBGs) yang digunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan merugikan 

rumah sakit (RS) karena sebagian besar tarifnya diatas standar. Tujuan penggunan 

tarif paket INA CBG's dalam JKN adalah untuk mendorong efisiensi tanpa 

mengurangi mutu pelayanan. INA CBGs merupakan cost effective system. 

Di RSUP Dr. Kariadi, kaitannya dengan pembiayaan KB di era JKN ini 

masih banyak dokter yang belum memahami tentang pembiayaan pelayanan KB. 
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Pada tahun 2014 mulai diberlakukan sistem JKN namun sama sekali belum 

menyentuh pelayanan KB. Tindakan KB pasca salin masih belum tercantum 

dalam paket persalinan seperti yang diungkapkan Informan Dokter Sp 6, berikut : 

"Ternyata tidak masuk dalam anggaran JKN, di rumah sakit lain pun juga 

sama tidak masuk didalam anggaran JKN, kalau bisa itu dibuat menjadi 

satu paket pelayanan ibu melahirkan itu kan lebih baik untuk KB pasca 

salinnya." 

Pada saat dikonfirmasi dengan key informan dari BPJS, beliau mengatakan 

bahwa penting sosialisasi di kalangan dokter mengenai pembiayaan oleh sistem 

BPJS akan tetapi dari BPJS sendiri menemui beberapa kendala bila terkait dengan 

sosialisasi terhadap dokter seperti dikatan key informan dari BP JS, berikut ini : 

"Untuk sosialisasi tentunya sangat perlu, tetapi yang namanya BP JS itu 

kerjasama dengan direktur rumah sakit secara institusi. Ada yang namanya 

sosialisasi harusnya itu juga menjadi rumah sakit mensosialisasikan kepada 

dokternya, karena kalau kami hanya sebatas mengundang perwakilan dari 

rumah sakit dari 24 rumah sakit di kota semarang dan demak. Kami undang 

semua rumah sakit untuk pencegahan kecurangan - kecurangan, kan tudak 

mungkin kami undang sivitas akademika rumah sakit, nah tugas mereka 

yang mengundang untuk mensosialisakian, ya yang nama nya dokter 

waktunya susah, diundang tidak datang, diberi buku bacaan tidak dibaca. " 

Dari keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sosialisasi sangat 

diperlukan, terutama pihak penyelenggara adalah dari rumah sakit, karena 

manajemen rumah sakit yang memiliki tugas untuk mensosialisasikan informasi 

yang mereka terima dari BPJS kepada para petugas medis terutama para dokter 

SpOG sebagai pelaksana pelayanan KB di rumah sakit. 

3) Fasilitas Pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi 

Fasilitas yang mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana di RS. 

Dr. Kariadi sudah cukup lengkap, diantaranya ketersediaan peralatan kesehatan 
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modem yaitu alat laparoskopi yang digunakan untuk tindakan tubektomi. Fasilitas 

lainnya seperti hal nya alat - alat medis dan gynecologi bed, karena kondisi saat 

ini poliklinik KB tersebut sudah digabungkan maka pelaratan medis juga sudah 

berpindah ke poliklinik gabungan. Mengenai alat laparoskopi untuk pelayanan 

MOW dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, RSUP Dr. Kariadi pemah menerima 

bantuan alat laparoskopi sebanyak dua buah, seperti yang disampaikan Key 

Informan dari BKKBN sebagai berikut: 

"Ada alatnya laparoskopi bantuan dart kita, terakhir diberikan tahun 2015, 

kariadi sudah pernah dapat laparoskopi dua kali, laparoskopi kan 

harganya 250 juta satu set, jadi terakhir dari PKMI kita kerjasama, rumah 

sakit yang sudah di dropping laparoskopi juga harus ada pelatihannya, tapi 

berhenti di tahun 2015, karena dari35 laparoskopi hanya 5 rumah sakit 

yang menggunakan laparoskopi, ada yang sudah dilatih ndak pede, kalo 

tidak jeli kan susah, ada yang mint a diberi monitor, cuma harga monitornya 

kan 100 juta. " 

Dari apa yang disampaikan tersebut, BKKBN memang perlu melakukan 

follow up ke 35 kabupaten/kota untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan 

alat laparoskopi yang pemah diberikan kepada rumah sakit serta pelatihan kepada 

dokter dan bidan yang pemah diselengarakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama 

dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. 

Dari beberapa keterangan diatas, berkaitan dengan variabel sumber daya 

yang dimiliki RSUP dr. Kariadi maka ketersediaan sumber daya yang meliputi 

staff, anggaran dan fasilitas jumlahnya sudah cukup memenuhi. Kualitas sumber 

daya manusia yang terdiri dari tim dokter yang berkompeten dalam bidang 

program KB jumlahnya cukup tersedia dengan ketrampilan yang terus 

dikembangkan melalui pelatihan - pelatihan kontrasepsi terkini yang diikuti 
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mereka secara periodik sehingga kompetensi mereka dalam mendukung 

implementasi kebijakan KB dapat berjalan beriringan. Hal tersebut juga ditunjang 

dengan sarana dan prasana lengkap yang dimiliki RSUP. Dr. Kariadi. 

c. Faktor Disposisi 

Kecenderungan perilaku yang dimiliki oleh para implementator pelayanan 

KB di Rumah Sakit sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku di rumah 

sakit mengenai pelayanan KB itu sendiri. Karakter penting yang harus dimiliki 

oleh para dokter dan petugas medis misalnya kejujuran dan komitmen. Kejujuran 

akan mengarahkan mereka untuk tetap berada dalam tujuan program yang telah 

digariskan, serta komitmen yang tinggi akan membuat mereka selalu antusias 

dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Di RSUP Dr. Kariadi untuk semua tindakan medis pemasangan alat 

kontrasepsi dilakukan oleh petugas medis yaitu Dokter Penanggung Jawab Pasien 

(DPJP). Komitmen untuk memberikan konseling dan pelayanan KB bagi ibu 

pasca persalinan telah dimiliki dokter tersebut dalam rangka menggalakkan 

program KB di rumah sakit. Namun pada era Jaminan Kesehatan Nasional ini, 

komitmen tersebut mulai sedikit luntur seiring dengan berlakunya kebijakan BPJS 

yang tidak dapat mengklaim tindakan pemasangan kontrasepsi. 

Hal ini menimbulkan demotivasi bagi sebagian dokter tersebut untuk tetap 

melaksanakan pelayanan KB yang merupakan salah satu bentuk kebijakan publik 

yang ditetapkan pemerintah. Bagi beberapa dokter yang memiliki komitmen 
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tinggi akan pentingnya pelayanan KB bagi ibu pasca persalinan tentunya 

kebijakan yang tidak berpihak terhadap KB tersebut tidak terlalu mempengaruhi 

keputusan mereka untuk tetap memberikan layanan KB walaupun tindakan medis 

mereka tidak bisa di klaim oleh BPJS. Sebagian dokter lainnya menyatakan 

bahwa tetap menganjurkan pasien pasca persalinan untuk ikut KB akan tetapi 

tidak memaksakan kehendak pasien karena pemasangan KB pasca persalinan juga 

bukan tanpa komplikasi. Dan sebagian yang lain ada yang menyatakan mereka 

memang tidak memberikan layanan KB pasca persalinan karena tidak bisa di 

klaim oleh BPJS. 

Kecenderungan - kecenderungan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan yang ada saat ini. Pada saat kebijakan program jampersal diberlakukan, 

setiap pasien yang akan melahirkan diharuskan untuk mengikuti KB setelah 

proses persalinan, namun hal ini berbeda pada saat JKN diberlakukan sehingga 

kecenderungan para implementator untuk melaksanakan pelayanan KB menjadi 

berkurang. Hal ini disampaikan oleh Informan Dokter Sp 2, berikut ini: 

"Jampersal waktu itu ditekankan sekali kontrasepsi itu, istilah nya pasien 

harus kontrasepsi baru bisa dilayani dengan jampersal. Makanya kan 

waktu itu galak sekali, tapi begitu BP JS kan hilang, motivasi itu hilang" 

Meskipun terdapat perubahan dalam hal kebijakan pelayanan KB dari 

sistem Jampersal ke BPJS, namun hal ini bagi sebagian dokter tidak 

mempengaruhi kecenderungan mereka untuk tetap memberikan pelayanan KB 

pasca persalinan. Sebagian dokter tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk 

selalu memberikan pelayanan KB dengan didasari alasan bahwa pasien adalah ibu 
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hamil yang memiliki resiko tinggi dan harus mengakhiri kehamilan, seperti yang 

disampaikan Informan Dokter Sp 5 selaku Kepala Bagian Obstetri Ginekologi 

sebagai berikut : 

"Ada BP JS atau tidak ada BP JS saya tetap pasang IUD pasca plasenta, 

saya tetap steril, ndak ambil pusing saya, soalnya kalo dia hamil lagi, nanti 

kariadi lagi yang rugi, ke ICU siapa yang bayar, tekor kita, kalo mati salah 

lagi kit a, rumah sakit... ma ti dirumah sakit, katanya semuanya sudah ma ti 

di rumah sakit, jadi yaa di KB aja sekarang" 

Sebagian dokter yang lain juga berasumsi sama bahwa pemasangan 

kontrasepsi sangat diperlukan bagi ibu hamil yang memiliki resiko tinggi dan 

komplikasi, seperti yang disampaikan Informan Dokter Sp 6, berikut : 

"Kala disini ibunya resiko tinggi pasti pake KB pasca salin, yaa bisa IUD 

bisa imp/anon, lansung setelah persalinan, kalo implanon biasanya sebelum 

pulang kit a sudah pasang" 

Ada dua teknik yang digunakan dokter untuk memberikan kontrasepsi 

kepada pasien ibu hamil pasca persalinan, pertama metode kontrasepsi pasca 

plasenta yang diberikan sesaat setelah persalinan, yaitu IUD Postpartum 

kontrasepsi ini bisa diberikan untuk tindakan persalinan normal maupun operasi 

Sesar (Sectio Cesaria) dari segi waktu sangat efisien karena hanya membutuhkan 

waktu pemasangan 10 menit setelah proses persalinan berlangsung. Yang kedua 

yaitu metode kontrasepsi pasca persalinan dimana pemasangan kontrasepsi 

diberikan beberapa hari setelah persalinan namun sebelum pasien pulang dari 

rumah sakit. Kedua metode ini, dari segi pembiayaan tidak dapat diklaim oleh 

BPJS dikarenakan berbenturan dengan ketentuan yang diberlakukan BPJS dimana 

pemasangan kontarsepsi IUD hanya dilayani di FKTP itu artinya ibu pasca 
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persalinan harus pulang terlebih dahulu dan kemudian pergi ke FKTP untuk 

dipasangkan kontrasepsi. 

Kecenderungan untuk memberikan kontrasepsi pasca persalinan baik pasca 

plasenta maupun tidak memunculkan dua metode pemasangan KB yang berbeda, 

terdapat beberapa dokter yang beranggapan bahwa pemasangan IUD pasca 

plasenta belum bisa dikategorikan kasus yang sering mereka tangani dengan 

alasan menurut beberapa dokter, waktu pemasangan alat kontrasepsi yang ideal 

adalah menunggu setelah selesai masa nifas ( 40 hari). Seperti yang disampaikan 

oleh Informan Dokter Sp3, berikut ini : 

"Ka/au saya sendiri sih lebih prefer memasang pasien nifas ya. Ka/au saya 

biasanya, saya sampaikan nanti harus KB ya, pasien bertanya baiknya apa 

dok, kalau tentang IUD itu saya memang menganjurkan nanti setelah nifas, 

datang kembali untuk memasang, alasannya karena rahim sudah kembali 

pada uterus semestinya, soalnya kalo pasca plasenta yang tadi yang saya 

sampaikan, mungkin kasusnya belum banyak, sehingga berapa ekspulsinya, 

berapa dislokasinya, bagaimanapun saya belum bisa menyampaikan 

konklusinya. " 

Beberapa alasan untuk tidak memasang IUD pasca plasenta itu muncul 

karena didasari oleh berbagai pertimbangan medis para dokter. Hal tersebut 

senada dengan apa yang disampaikan Informan Dokter Sp 4 terhadap pilihannya 

untuk tidak menyarankan pemasangan IUD pasca plasenta bagi ibu pasca 

persalinan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Informan Dokter Sp 4, sebagai 

berikut: 

"Pada orang - orang yang educated kadang-kadang justru menolak IUD 

post plasenta pada saat caesar karena orang bisa memilih logika apabila 

ditanamkan IUD pada saat rahim masih besar, masih ada perjalanan 

inklusi, proses pengecilan uterus itu bisa mengakibatkan posisi rahim itu 

berubah atau bahkan lepas, atau ekspulsi, jadi pada saat itu ketika pasien 

diberitahukan akan ha! itu, sebagian pasien menolak penggunaan IUD 

pasca plasenta. 
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Bahkan beliau sempat menyatakan bahwa ada beberapa pasien yang 

mengeluh mengalami komplikasi dan datang kembali ke tempat praktek untuk 

minta dilepas alat kontrasepsinya atau karena alat kontrasepsi tersebut lepas 

dengan sendirinya, seperti dikutip sebagai berikut : 

"Sebetulnya jujur IUD pasca plasenta itu bukan tanpa komplikasi, pada 

beberapa tahun yang lalu ketika kita menggalakkan IUD pasca plasenta 

yang terjadi adalah permintaaan yang meningkat pelepasan IUD setelah 

beberapa bu/an pemakaian, jadi sebenarnya kita harus jujur untuk 

menggunakan IUD pasca plasenta sebetulnya bukan berapa yang berhasil 

dipasang tetapi berapa yang melarif utkan continuitas sampai satu tahun 

atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Ka/au saya pribadi menganggap IUD itu 

gaga! kalau dalam waktu enam bulan IUD sudah diminta dilepas lagi entah 

karena alasan nyeri atau alasan perdarahan. " 

Adapun mengenai masih terdapatnya keluhan - keluhan setelah beberapa 

bulan pemasangan IUD pasca plasenta tersebut juga disampaikan oleh Informan 

Dokter Sp 1, sebagai berikut : 

"Ka/au post partum kan 40 hari dengan uterus sebesar itu, ekspulsinya 

tinggi banget /ho, kamu tanya ke !BI itu bidan - bidan itu, akseptor datang 

sendiri sudah bawa IUD karena lepas sendiri, jadi mereka ke bidan ga 

mungkin kesini, di daerah - daerah itu banyak bidan - bidan yang 

membawa karena lepas. " 

Kaitannya dengan keluhan pemasangan IUD pasca plasenta, menurut key 

informan BKKBN mengatakan bahwa pentingnya kompetensi bagi tenaga 

kesehatan untuk memahami teknik pemasangan yang benar dan diperlukan 

pelatihan khusus untuk itu, seperti yang disampaikan sebagai berikut : 

"IUD pasca plasenta memang harus ada pelatihan khusus, sudah 

dilaksanakan oleh dinas kesehatan dengan Zima angkatan, kebetulan kita 

BKKBN merif adi narasumber, prakteknya di Kariadi, cuma mungkin 

kelemahan kita follow up dari pelatihan terse but, jadi yang sudah dilatih itu 

nanti kita tidak tau kan IUD pasca plasenta itu dipraktekkan atau tidak, tapi 
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IUD pasca plasenta kita keliling 35 kabupaten semua sudah 

melaksanakan. " 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keluhan tentang kegagalan 

pemasangan IUD pasca plasenta memang hanya beredar di kalangan dokter di 

Bagian Obstetri Ginekologi, masyarakat sebagai target pelayanan KB tidak 

banyak mengentahui hal ini, kecuali bagi mereka yang langsung mengalami 

keluhan tersebut. Dan dari beberapa dokter memiliki pendapat yang berbeda akan 

hal tersebut, pentingnya pemasangan KB setelah persalinan baik itu sesaat setelah 

persalinan (pasca plasenta) atau setelah masa nifas masing-masing metode 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Pada pemasangan IUD pasca persalinan, tindakan yang dilakukan dokter 

tersebut tidak bisa diklaim oleh BPJS karena tindakan medis tersebut 

dikategorikan menjadi satu paket persalinan padahal keduanya merupakan 

tindakan medis yang berbeda. Dan pada pemasangan kontrasepsi setelah nifas ini 

hanya bisa dilayani di FKTP, bukan di RSUP Dr. Kariadi lagi, sehingga dari segi 

waktu hal ini kurang efisien. Perlu diselenggarakan pelatihan khusus mengenai 

IUD pasca plasenta ini agar dokter lebih memahami teknik pemasangan yang 

benar untuk meminimalisir terjadinya ekspulsi. 

Dari keterangan diatas, ditinjau dari faktor disposisi yang mempunyai 

konskwensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, para pelaksana 

kegiatan terbagi menjadi dua, sebagian ada yang memiliki sikap kecenderungan 

positif untuk melaksanakan program kebijakan, sementara sebagian lainnya ada 

yang masuk kedalam "zona ketidak acuhan" dimana para pelaksana tersebut 

melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara halus menghambat implementasi 
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kebijakan dengan cara menunda, mengacuhkan atau tidak melaksanakannya. Ada 

beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, seperti misalnya program 

kontrasepsi pasca persalinan yang merupakan salah satu kebijakan, masing -

masing pelaksana (dokter) memiliki alasan medis mengenai mengapa mereka 

memilih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tersebut. Hal ini yang 

menyebabkan dukungaan program KB masih belum dirasakan optimal karena 

tidak semua dokter melaksanakan kebijakan pelayanan KB pasca melahirkan. 

d. Faktor Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi di rumah sakit memiliki pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap implementasi kebijakan pelayanan KB. Aspek - aspek struktur birokrasi 

meliputi pembagian kewenangan dan hubungan antar unit - unit organisasi atau 

lembaga, dalam hal ini adalah hubungan manajemen RS. Dr. Kariadi dengan para 

Dokter Obstetri Ginekologi sebagai implementator kebijakan. Pada faktor struktur 

birokrasi ini terdapat dua indikator yaitu indikator pembagian kewenangan dalam 

menjalankan program/implementasi kebijakan pelayanan KB dan indikator 

hubungan kerjasama serta penanganan kerjasama antara rumah sakit dan 

penanganan keluhan akseptor. 

1) Pembagian kewenangan dalam implementasi pelayanan KB 

Sesuai dengan struktur birokrasi di RS. Dr. Kariadi, bagian yang memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana 

adalah Bagian - SMF Obstetri Ginekologi yang terdiri dari dokter - dokter 

spesialis Obstetri Ginekologi. Di bagian ini terbagi lima sub bagian yang masing -
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masing memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan spesifikasinya. Ke lima 

sub bagian tersebut yaitu sub bagian Fetomatemal, sub bagian Ginekologi, sub 

bagian Onkologi, sub bagian Obsgin Sosial, dan sub bagian Fertilitas 

Endokrinologi Reproduksi. 

Sub bagian Fertilitas Endokrinologi Reproduksi memiliki tugas yang lebih 

terfokus pada permasalahan reproduksi dan kesuburan, termasuk didalamnya 

adalah pelayanan KB, terdiri dari tim dokter yang memiliki keahlian dan 

kompetensi dalam hal Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi. Tim dokter 

tersebut juga concern terhadap permasalahan Keluarga Berencana dan memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap program KB. 

Pada indikator pembagian kewenangan dalam implementasi pelayanan KB 

di RS. Dr. Kariadi, masing - masing sub bagian memiliki tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan spesifikasi sub bagian tersebut dan masing - masing dari mereka 

dipimpin oleh kepala sub bagian. Hanya saja untuk pelayanan KB setiap dokter 

memiliki peran dan tugas yang sama dalam hal komitmen mereka untuk 

menganjurkan pemasangan alat kontrasepsi bagi pasiennya. Komitmen yang sama 

ini merupakan kewenangan Kepala Bagian Obstetri Ginekologi dalam 

memberlakukan kebijakan pelayanan KB tersebut. Kebijakan tersebut ditujukan 

bagi semua dokter Obstetri Ginekologi di RS. Dr. Kariadi. Hal ini diungkapkan 

oleh Kepala bagian Obstetri Ginekologi bahwa tujuan untuk memberikan 

kontrasepsi bagi ibu pasca persalinan menjadi penting, seperti dinyatakan 

Informan Dokter Sp 5, sebagai berikut : 
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"Sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan para dokter ini, daripada dia 

(pasien) tahun depan menyusahkan kita lagi, kenapa tidak di lakukan 

tindakan KB sekarang saja. " 

Bentuk kewenangan yang diberikan Kepala bagian Obstetri Ginekologi 

tersebut sedikit berbenturan dengan berlakunya sistem BPJS yang tidak 

memberikan klaim terhadap layanan KB di RS. Dr. Kariadi. Hal tersebut 

menimbulkan hambatan manakala, instruksi yang disampaikan kepada dokter 

menjadi tidak bermakna. Akan tetapi bagi sebagian dokter hal tersebut tidak 

mempengaruhi kesediaan mereka untuk tetap memberikan pelayanan KB pasca 

persalinan, walaupun dengan istilah "kerja bhakti" akan tetapi tindakan ini tetap 

dilaksanakan apabila pasien menghendaki. Sepeti disampaikan 

2) Hubungan kerja sama antar organisasi dalam pelayanan KB 

Di bagian Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi bemaung orgamsas1 

profesi yaitu perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia disingkat POGI 

organisasi tersebut sebagai wadah bagi perhimpunan para dokter spesialis Obstetri 

Ginekologi yang memiliki visi menjadi organisasi pelopor dalam hal 

memperjuangkan hak - hak kesehatan reproduksi untuk mencapai taraf kesehatan 

yang optimal di Indonesia, selain itu terdapat juga organisasi profesi di bagian 

Obstetri Ginekologi yang lebih spesifik menangani seputar kontrasepsi dan sistem 

reproduksi yaitu Himpunan Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi (HIFERI). 

Dalam hal pelayanan kontrasepsi ini RSUP Dr. Kariadi bekerja sama 

dengan POGI mengadakan pertemuan - pertemuan seperti pelatihan dan seminar 

yang berkaitan dengan kontrasepsi terkini (Contraception Update). Selain 
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organisasi POGI terdapat beberapa lembaga yang memfasilitasi KB diantaranya 

P2KS (Pusat Pelatihan Klinik Sekunder) dan PKMI (Persatuan Kontrasepsi 

Mantap Indonesia), saat ini RSUP Dr. Kariadi juga menjalin kerjasama dengan 

dinas dan instansi terkait (milik pemerintah) dalan upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan KB di Rumah Sakit dan memberi edukasi bagi masyarakat akan 

pentingnya program KB bagi kesehatan ibu. Adapun peran RSUP Dr. Kariadi 

dalam hal kemitraan tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 Mekanisme Kemitraan Pelayanan KB di RSUP Dr. Kariadi 

BKKBN Prov Jateng Dinas Terkait Organisasi Profesi 

- MOU kerjasama dalam -Sebagai petugas medis pada - Melalui POGI mengadakan 

pelayanan Laparoskopi pelaksanaan pelayanan KB seminar nasional bagi 

Tubektomi (MOW sedang gratis (MUYAN) dengan SpOG mengenai teknik 

a lam proses tandatangan tenaga kesehatan dan kontrasepsi terkini 

walikota) -Memberikan Edukasi - Mengadakan pelayanan 

- Tim dokter PKBRS sebagai mengenai pentingnya KB MOW dan MOP gratis 

pelatih tk Jateng pada pelatihan kepada ibu hamil risti dalam rangka pengabdian 

CTU bagi bidan dan dokter, masyarakat 

MOW bagi dokter umum 

Somber : Analisis Pribadi 

Ditinjau dari variabel struktur birokrasi, berkaitan dengan Standartd Operational 

Procedure, rumah sakit telah memiliki SOP yang jelas berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan pelayanan KB pasca persalinan, baik untuk kegiatan medis 

maupun kegiatan konseling. Dalam hal berkaitan dengan fragmentasi atau 

penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan ke beberapa badan yang berbeda 

sehingga memerlukan koordinasi, RSUP dr, Kariadi telah menunjuk salah satu 

sub di bagian Obstetri Ginekologi yaitu Sub Bagian Fertilitas Endokrinologi dan 

Reproduksi untuk mengoptimalisasi pelaksanaan program KB pasca persalinan. 
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Koordinasi dengan dinas terkait JUga terus dilakukan untuk mendukung 

keberhasilan program. 

3. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB 

a. Peningkatan Kualitas melalui lndikator Pelayanan Publik 

Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh 

banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang 

berbeda - beda. Pelayanan publik dipahami secara sederhana sebagai pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini rumah sakit Dr. Kariadi sebagai 

salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemberian 

pelayanan kesehatan secara paripurna kepada seseorang, tentunya merupakan 

salah satu lembaga yang berperan dalam pemberian pelayanan publik. lndikator 

keberhasilan pelayanan KB di RS. Dr. Kariadi dapat ditelaah dari beberapa 

indikator keberhasilan kualitas pelayanan, sebagai berikut : 

1) Bukti Langsung (tangibles) 

Bukti langsung mengenai pelayanan KB ini ditunjukkan melalui bukti fisik 

seperti kemampuan dalam menunjukkan eksitensinya kepada pihak ekstemal. Di 

RSUP Dr. Kariadi, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan 

keadaan lingkungan sekitamya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang 

diberikan. Adanya fasilitas yang modem dalam hal pelayanan KB dengan 

ditunjang kompetensi para dokter untuk bisa melakukan pemasangan kontrasepsi 

dengan teknik terbaru merupakan salah satu bukti fisik yang dimiliki rumah sakit. 
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2) Kehandalan (reliability) 

Kehandalan merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kehandalan ini dapat diperoleh dari 

hasil kinerja sumder daya yang berkompeten dalam hal pemasangan kontrasepsi 

dengan teknik terbaru. Inovasi tersebut adalah kehandalan dalam hal tindakan 

tubektomi dengan menggunakan teknik laparoskopi dan tindakan pemasangan 

IUD pasca plasenta Di RSUP Dr. Kariadi. Kompetensi tersebut tidak serta merta 

dapat dimiliki oleh setiap dokter tanpa adanya kajian yang lebih mendalam dan 

pendalaman ketrampilan/keilmuan dalam hal tersebut. 

3) Daya tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap merupakan suatu kemauan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan 

informasi yang jelas. Beberapa dokter di RSUP Dr. Kariadi akan memberikan 

pelayanan KB sesuai permintaan pasien dan sesuai indikasi medis. Pemasangan 

kontrasepsi akan menjadi sangat penting manakala hal tersebut dilakukan oleh lbu 

bersalin dengan resiko tinggi, harapannya pasien segera terlindungi sehinga 

kemungkinan terjadinya kehamilan tidak diinginkan dapat diminimalisir dan 

tentunya hal ini berkontrinusi pada penurunan Angka Kematian lbu. 

4) Jaminan (assurance) 

Sesuai dengan moto yang dimiliki RSUP Dr. Kariadi yaitu "Sahabat Menuju 

Sehat" rumah sakit ini menawarkan pelayanan KB yang memihak kepada pasien, 
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artinya pasien safety tetap lebih diutamakan. Anjuran dan konseling untuk 

menggunakan kontrasepsi selalu diberikan bagi pasien ibu hamil dengan 

komplikasi. Dengan bermodalkan pengetahuan, kesopan santunan, dan 

kemampuan para dokter untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pas1en 

tentunya akan mendukung program pelayanan KB di rumah sakit ini. 

(5) Empati (empaty) 

Sikap empati merupakan sikap memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat pribadi yang diberikan kepada pasien dengan berupaya memahami 

keinginan pasien tersebut. Sikap empati sangat membantu dalam hal teknik 

konseling, memberikan pemahaman dengan melibatkan empati akan memudahkan 

dokter dalam membantu pasien mengambil keputusan mengenai kontrasepsi apa 

yang diiinginkan. Sikap empati dokter juga dapat membantu dalam memberikan 

pemahanan mengenai indikasi medis yang dimilik pasien. 

Pemasangan alat kontrasepsi atau program keluarga berencana merupakan 

bagian terkecil dalam tindakan rumah sakit karena sifatnya masih tersier 

dikarenakan pelayanan KB merupakan upaya promotif dan preventif yang 

penanganannya tidak memerlukan penanganan segera seperti hal nya penanganan 

kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif. 

Namun demikian konsep pelayanan yang berbasis New Public Management 

(NPM) tetap harus diaplikasikan sebagai wujud komitmen rumah sakit dalam 

upaya menjaga kualitas dan mutu serta upaya yang bermuara pada pasien safety. 

Salah satu upaya penerapan New Public Management yaitu diberlakukannya 
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akreditasi di semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Akreditasi rumah sakit 

adalah pengakuan resmi dari pemerintah kepada rumah sakit yang telah 

memenuhi standar pelayanan kesehatan dan wajib dilakukan oleh semua rumah 

sakit di Indonesia. Setiap rumah sakit memilki kewajiban diakreditasi minimal 3 

tahun sekali. Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai cara efektif untuk 

mengevaluasi mutu suatu rumah sakit dengan penetapan standar-standar mutu 

pelayanan. 

Penilaian akreditasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yang 

diakui oleh pemerintah yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Joint 

Commission International (JCI). Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya 

pemerintah dalam menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi semua 

pelaynan publik yang penting dan strategis bagi kehidupan warganya. SPM 

menjamin warga dimanapun mereka berada untuk memperoleh akses terhadap 

pelayanan publik dengan volume dan kualitas yang sama. 

b. Sistem Pelayanan KB yang Memihak kepada Masyarakat 

Membangun sistem pelayanan KB di rumah sakit yang memihak kepada 

masyarakat tentunya memerlukan standar proses pelayanan yang mengatur 

tentang apa yang minimal harus dilakukan oleh birokrasi pelayanan dalam 

melayani warganya. Termasuk dalam standar proses pelayanan ini adalah standar 

sikap dan perilaku petugas pelayanan ketika berhubungan dengan warga 

pengguna, seperti aparat harus bersikap sopan, menghargai martabat masyarakat, 

menolong (helpful) dan ramah. Perlindungan terhadap privasi dan martabat 
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masyarakat pengguna ketika mengakses pelayanan publik juga penting untuk 

diatur. 

Pada proses awal dimana pasien melahirkan akan ditangani, hendaknya saat 

itu proses konseling sudah dilakukan. Konseling dilakukan dengan tetap 

menghargai hak pasien untuk memutuskan KB apa yang akan mereka pilih, 

disampaikan dengan bahasa yang sopan dan sikap yang ramah dan disertai dengan 

tujuan ingin menolong mereka, karena mereka yang di rujuk ke rumah sakit tipe A 

ini adalah ibu hamil yang memiliki berbagai komplikasi dengan kehamilan risiko 

tinggi. Proses konseling ini penting untuk dilakukan, karena itu para pasien pasca 

persalinan yang tidak menggunakan kontrasepsi setelah bersalin, para dokter atau 

residen dianggap gagal memberikan konseling akan diminta belajar me ngenai 

teknik konseling kembali. 

Dalam hal ini penggunaan kontrasepsi menjadi sangat krusial dan penting 

karena dapat mencegah terjadinya atau terulangnya kembali kehamilan yang 

berisiko maka dalam hal ini disarankan juga untuk penggunaan kontrasepsi 

mantap (MOW dan MOP). Kontrasepsi mantap menjadi sangat diperlukan untuk 

mengakhiri periode kehamilan dengan resiko tinggi tersebut. Akan tetapi adanya 

sistem Dokter Penanggung Jawab Pasien yang baru berjalan bersamaan dengan 

berlakunya BPJS ini, memunculkan masalah baru yang menyebabkan 

berkurangnya kesertaan untuk ikut KB pasca persalinan di rumah sakit dr. 

Kariadi. Masing - masing dokter memiliki pemahaman sendiri mengenai 

kontrasepsi apa yang sebaiknya diberikan pada pasien pasca persalinan dan kapan 

waktu terbaik utnuk memberikannya. 
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Mengenai standar proses pelayanan sebaiknya hanya mengatur tentang 

prinsip dasar dalam mengelola pelayanan publik. Standar tidak perlu mengatur 

proses pelayanan secara rinci dan terperangkap pada kedetilan seperti yang terjadi 

dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam berbagai 

birokrasi pemerintah. Hal tersebut penting diingat karena pengalaman 

menunjukkan bahwa pembuatan juklak dan juknis semacam itu justru 

membelenggu aparat birokrasi sehingga mereka mengalami kesulitan untuk 

merespon dinamika yang terjadi di lingkungan. Mengenai ilmu kedokteran yang 

selalu berkembang dengan temuan beberapa teknik atau tindakan dan ditunjang 

dengan alat kesehatan modem tentunya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis 

akan membelenggu kompetensi para dokter tersebut. 

Dinamika pelayanan KB di rumah sakit pada era Jaminan Kesehatan 

Nasional ini memiliki juklak dan juknis yang sedikit membelenggu para dokter 

untuk melakukan pelayanan KB. Bagaimana tidak, untuk melakukan tindakan 

pelayanan KB saja, dibutuhkan persyaratan tertentu agar tindakan tersebut dapat 

diklaim ke BPJS oleh pihak rumah sakit, namun bagi sebagian dokter di rumah 

sakit kariadi, hal tersebut tidak memberikan pengaruh apapun kepada mereka 

untuk tetap memutuskan memberikan pelayanan KB baik itu akan di klaim 

ataupun tidak. 

Dan dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan KB yang 

memihak kepada masyarakat artinya pelayanan KB tersebut dapat mempermudah 

masyarakat untuk memperolehnya melalui seluruh faskes kesehatan yang ada, 

baik itu faskes pertama maupun faskes kedua, baik itu rumah sakit primer, 
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sekunder maupun tersier, sehingga memudahkan masyarakat untuk 

menjangkaunya secara efisien dapat menambah cakupan pelayanan KB di faskes 

manapun. 

c. Manajemen Pelayanan KB yang Responsif dan Inklusif 

Kecenderungan birokrasi pemerintah atau rumah sakit dalam 

mengembangkan pelayanan yang memenuhi standar dan bersifat umum seringkali 

mengkerdilkan kemampuan pemerintah untuk secara responsif memenuhi 

kebutuhan khusus dari kelompok warga yang terpinggirkan atau minoritas. 

Standarisasi dan prosedur rutinitas seringkali membelenggu akal budi aparat 

birokrasi sehingga mereka menjadi tidak terlatih untuk berpikir kreatif dan 

bertindak inovatif dalam mengelola pelayanan publik (Lipsky, 1980). 

Kategori pasien yang menjadi target sasaran pelayanan KB di RSUP Dr. 

Kariadi adalah ibu hamil pasca bersalin dengan resiko tinggi dan komplikasi, 

mereka merupakan kelompok minoritas yang dikirim melalui rujukan mencakup 

wilayah se Jawa Tengah dengan diagnosa tertentu sehingga tidak dapat dilayani 

oleh berbagai rumah sakit yang ada di wilayahnya. Berkaitan dengan pelayanan 

yang responsif dan inklusif bagi kaum minoritas tersebut, program pelayanan KB 

sebagai pelayanan publik seharusnya merupakan hak semua warga Indonesia, 

maka birokrasi pelayanan publik seharusnya memiliki kewajiban untuk 

mengembangkan manajemen pelayanan yang mampu menjamin semua warga 

tanpa terkecuali untuk dapat mengakses pelayanan KB di faskes manapun. 

Birokrasi pemerintah dan dalam hal ini juga berkolaborasi dengan kebijakan dari 
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rumah sakit, harus membuat pelayanan KB yang diselenggarakannya dapat 

diakses oleh semua orang secara sama, apapun kondisi dan kendala mereka. 

Untuk dapat mewujudkan prularitas pelayanan KB maka wawasan 

struktural menjadi sangat penting dalam kehidupan birokrasi pemerintah. Tradisi 

untuk hidup dalam lingkungan yang beragam bersama dengan pemangku 

kepentingan yang memiliki kecenderungan dan kepentingan yang berbeda - beda 

harus dikenalkan dalam kehidupan birokrasi rumah sakit. Dan birokrasi rumah 

sakit harus terbuka terhadap pruralitas budaya, etnis, pengetahuan dan agama 

yang yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. 

Pengembangan kapasitas birokrasi diperlukan untuk mengubah 

manajemen pelayanan publik yang konvensional menjadi berwawasan pluralistik 

dan keadilan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah dan 

birokrasi rumah sakit diantaranya : pertama, pemerintah perlu meninjau kembali 

keseluruhan pengaturan dalam penyelenggaraan pelayanan KB. Apakah ada 

peraturan yang bertentangan dan tidak harmonis dengan prinsip - pnns1p 

penyelenggaraan layanan yang menjunjung nilai- nilai pluralisme, kreativitas dan 

keadilan. Jika ada maka review dan revisi perlu dilakukan untuk menjamin agar 

semua peraturan perundangan yang ada tidak menghalangi atau bahkan mampu 

memberikan dukungan terhadap layanan KB. 

Kedua, manajemen pelayanan publik harus mampu menerapkan pnns1p 

inklusivitas, sistem pelayanan publik harus bersifat terbuka dan mudah diakses 

oleh siapapun. Termasuk warga yang karena keterbatasan fisik, karakteristik 

sosial ekonomi, umur atau kendala geografis mengalami kesulitan untuk 
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mengakses pelayanan secara wajar. Penerapan prinsip inklusivitas hams menjadi 

indikator kinerja yang penting dari suatu manajemen pelayanan publik. Dalam hal 

pelayanan KB di rumah sakit ada batasan tersendiri mengenai metode apa saja 

yang dapat diberikan. Untuk semua metode kontrasepsi selain tubektomi dan 

vasektomi akan dilayani difasilitas kesehatan tingkat pertama, itu artinya ibu 

pasca bersalin akan bisa dilayani dengan metode KB selain tubektomi di faskes 

pertama, dan otomatis pelayanan KB pasca plasenta atau pasca bersalin sebelum 

pasien pulang tidak dapat diselenggarakan secara optimal. 

Dari sisi regulasi pemerintah belum menyentuh pelayanan KB secara 

inklusivitas masih adanya batasan terhadap tindakan apa saja yang dapat dan 

tidak dapat diklaim oleh BPJS. Jadi dengan mengabaikan sistem berjenjang 

tersebut dan mengutamakan keselamatan pasien, program KB seharusnya dan 

idealnya dapat melayani semua warga dan mempermudah akses mereka terhadap 

pelayanan KB itu sendiri dan hal tersebut hams menjadi misi utama birokrasi 

pelayanan yang ada di rumah sakit. 

4. Alternatif Model Pelayanan KB di Rumah Sakit 

Pelayanan KB di Rumah Sakit melalui tim PKBRS telah diupayakan sejak 

tahun 2009 dan mendapat anugerah rumah sakit dengan kategori Hospital Family 

Planning Project melalui PERSI AW ARD. Untuk mengoptimalkan pelayanan KB 

di rumah sakit diperlukan adanya alternatif strategi dalam mengupayakan kualitas 

pelayanan KB yang prima. Teknik konseling yang efektif sangat dianjurkan pada 

pasien antenatal care/ sebelum melahirkan. Peran Penyuluh KKBPK dalam 
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memberikan konseling juga sangat diperlukan pada masa kehamilan seorang ibu, 

untuk itu RSUP Dr. Kariadi perlu berkoordinasi dan menjalin pola kemitraan 

dengan instansi terkait, antara lain : BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota 

Semarang, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang untuk 

bersinergi mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan wanita dan 

keluarga di Indonesia. 

Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana yang optimal dapat diraih melalui 

enam elemen penting yang harus dimiliki oleh rurnah sakit. Elemen penting 

tersebut diantaranya pertama adalah memahami kebutuhan masyarakat. 

Memahami kebutuhan masyarakat artinya mampu memberikan pelayanan KB 

yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian tenaga medis sebagai sumber daya 

manusia yang kompeten dan terlatih, sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan pelayanan KB terrnasuk ketersediaan alat kontrasepsi, pembiayaan 

yang dapat menunjang kegiatan di rumah sakit dan dapat memfasilitasi akseptor, 

kemitraan terhadap instansi terkait untuk mempromosikan progran KB kepada 

masyarakat dan stakeholder, serta kebijakan yang berpihak pada pelayanan KB. 

Adanya dukungan kebijakan dalam pelaksanaan KB pasca persalinan di 

Rumah Sakit dapat diraih melalui upaya optimalisasi pelayanan KB dengan 

memperhatikan enam elemen penting tersebut, dan mekanismenya melalui dua 

tahapan proses, yaitu proses internal di dalam rumah sakit itu sendiri, dan proses 

eksternal yang melibatkan stakeholder. Proses internal diupayakan melalui 

efektifitas pemberian konseling di waktu yang tepat agar pesan yang disampaikan 
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dapat diterima dengan baik, clan dengan memanfaatkan media lembar balik clan 

Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK), keberhasilan konseling tentunya 

akan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan IUD pasca plasenta di rumah 

sakit sehingga dapat meningkatkan cakupan KB di rumah sakit. Adapun mengenai 

proses ekstemal yang melibatkan stakeholder, upaya yang ditempuh antara lain 

dengan menyelenggarakan pelatihan melalui kerjasama dengan organisasi profesi 

clan menjalin kemitraan dengan dinas terkait dalam hal pelayanan KB gratis dan 

membangun kerjasama yang baik dengan BKKBN. Altematif model pelayanan 

KB pasca persalinan di Rumah sakit dapat dilihat dalam Gambar 4. 7 berikut ini : 

Gambar 4.7 AltematifModel Revitalisasi PKBRS dan Kemitraan Pelayanan 
KB di RSUP Dr. Kariadi 

•-·-•- ..... OUTPUT 

1 ~ 
Proses tntemal Proses Ebtemal - - (Membanpn KemltrAnJ • - ..... PROSES (Rewttallsasl PKBRS) 

! ~ 
Optlrnallsasi KB Pase.a Penlngkatan Pelatihan Pela ya nan Kejasama 

Konselinll Persall nan kompetensl CTU KB Gratis Dinas terkait INPUT 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

128 

Dari hasil pembahasan mengenai "Determinan Kualitas Pelayanan KB 

Pasca Persalinan di RSUP. Dr. Kariadi Semarang," maka dapat dihasilkan 

kesimpulan bahwa: 

1. Mekanisme kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan KB di 

RSUP Dr. Kariadi yaitu dengan menganalisis kebijakan melalui tiga 

sudut pandang yaitu penentu kebijakan, pelaksana kebijakan dan 

sasaran kebijakan. Berkaitan dengan faktor kebijakan, di RSUP Dr. 

Kariadi terdapat kebijakan dari Kepala Bagian mengenai dukungan 

Pelayanan KB pasca persalinan. Berkaitan dengan faktor pelaksana 

kebijakan, para tenaga medis dan dokter sebagian mendukung 

kebijakan tersebut, sebagian lainnya tidak pro aktif karena beberapa 

pertimbangan medis. Berkaitan dengan faktor sasaran kebijakan di 

RSUP Dr. Kariadi, kelompok sasaran adalah pasien pasca bersalin 

dengan resiko tinggi yang harus dibekali kontrasepsi pasca persalinan 

dengan mengoptimalkan proses konseling pelayanan KB sesuai 

dengan indikasi pasien tersebut. 

2. Faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan 

kualitas pelayanan KB pasca persalinan ditinjau dari empat faktor 

yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan 
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faktor struktur birokrasi. Berkaitan dengan faktor komunikasi, 

informasi di lingkup pelaksana kebijakan dan lingkup sasaran 

kebijakan sudah cukup jelas dan optimal, untuk menjangkau 

kelompok sasaran kebijakan terdapat media komunikasi seperti poster 

dan leaflet yang dipasang di tempat - tempat strategis, serta pemberian 

konseling secara efektif. Berkaitan dengan faktor sumber daya, telah 

tersedia tenaga SDM berkompeten dan memahami pentingnya 

memberikan konseling KB dengan ditunjang fasilitas, sarana dan 

prasaranan yang lengkap sehingga menjadikan RSUP Dr. Kariadi 

dalam kategori rumah sakit tipe A. Kaitannya dengan faktor struktur 

birokrasi, terdapat tim PKBRS yang memiliki kewenangan untuk 

mengoptimalkan kebijakan pelayanan KB pasca persalinan. Berkaitan 

dengan faktor disposisi, terdapat dua kecenderungan pelaksanaan 

kebijakan pelayanan KB pasca persalinan, sebagian mendukung 

sedangkan sebagian yang lain memiliki persepsi yang berbeda. Secara 

keseluruhan cakupan peserta KB pasca persalinan dalam kategori baik 

karena cakupan KB mencapai 90-95 % itu artinya setiap pasien pasca 

persalinan di RSUP Dr. Kariadi sudah dibekali kontrasepsi sebelum 

meninggalkan rumah sakit. 

3. Beberapa kendala mengenai pelayanan KB yang ditemukan di RSUP 

Dr. Kariadi antara lain: pertama, masih terhambatnya sistem 

pembiayaan melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional karena 

beberapa kontrasepsi justru tidak bisa di klaim oleh rumah sakit 
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kepada BPJS Kesehatan. Kedua, RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah 

sakit dengan kategori tipe A (tersier) menjadikan rumah sakit ini 

sebagai Faskes Rujukan Tingkat Lanjut tingkat provinsi yang menurut 

BPJS hanya dapat melayani metode KB tertentu dikarenakan metode 

lainnya sudah dapat dilakukan di Faskes Tingkat Pertama artinya disini 

terdapat batasan dalam hal pelayanan KB padahal untuk menuju 

universal coverage seharusnya BP JS mendukung pelayanan KB secara 

menyeluruh di setiap faskes tingkat pertama ataupun tingkat lanjut. 

Ketiga, adanya hambatan lain yaitu tindakan tubektomi masih 

termasuk ke dalam paket persalinan, tidak dipisahkan dan tidak 

diperhitungkan sebagai salah satu tindakan yang dapat di klaim oleh 

rumah sakit ke BPJS Kesehatan artinya ketika dokter melakukan 

tindakan medis tubektomi pasca persalinan, kemudian pada proses 

klaim ketika tindakan tersebut di entry ke dalam aplikasi INA CBG's 

tindakan tersebut tidak dimunculkan sehingga pelayanan persalinan 

dengan atau tanpa tubektomi tarif klaim tetap sama, hal ini yang secara 

tidak langsung memunculkan demotivasi di kalangan dokter untuk 

melakukan tindakan KB pasca persalinan. 

4. Dari beberapa kebijakan serta hambatan yang ditemui RSUP Dr. 

Kariadi maka dibutuhkan solusi dan upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan KB pasca persalinan, sehingga perlu diformulasikan 

altematif model pelayanan KB pasca persalinan yang cocok agar dapat 

meningkatkan kembali cakupan pelayanan IUD pasca plasenta dan 
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Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang cenderung mengalami 

penurunan. Prosedur tersebut dapat diaplikasi dengan memberi 

perhatian lebih kepada proses internal dan ekstemal yang ada di RSUP 

Dr. Kariadi yang saat ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. 

RSUP Dr. Kariadi juga perlu untuk menjalin pola kemitraan dengan 

instansi terkait dan penyuluh KKBPK untuk menindaklanjuti pasien 

pasca bersalin yang belum sempat menggunakan kontrasepsi pasca 

persalinan di RSUP. Dr. Kariadi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap determinan kualitas pelayanan 

keluarga berencana pasca persalinan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, 

terdapat berbagai saran sebagai bahan pertimbangan: 

1. Berkaitan dengan faktor sumber daya yang dapat mendukung 

optimalisasi kinerja dan implementasi kebijakan, RSUP Dr. Kariadi 

perlu melakukan revitalisasi PKBRS diantaranya dengan pembaruan 

SK PKBRS yang telah habis masa berlakunya, adapun SK PKBRS 

diterbitkan pada tahun 2009 dengan masa berlaku selama lima tahun 

sampai saat ini belum pemah diperbaharui. Diperlukan koordinasi 

mengenai kemungkinan perlu adanya penambahan personil baru bagi 

tim tersebut. Kemudian perlu diupayakan optimalisasi pemenuhan 

sarana dan prasarana pelayanan PKBRS di RSUP dr. Kariadi yaitu 

dengan tersedianya dukungan logistik yang memadai seperti : alat 
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kontrasepsi, sarana lembar balik untuk konseling dan media KIE 

(seperti leaflet, brosur, poster, ABPK dan lain - lain), kelengkapan 

formulir untuk pencatatan pelaporan dan informed consent, dan sistem 

pencatatan pelaporan. 

2. Berkaitan dengan faktor struktur birokrasi, pola kemitraan yang telah 

ada hendaknya diupayakan dapat berlangsung secara berkelanjutan 

agar dapat menunjang peran rumah sakit dalam pelayanan KB, 

diantaranya RSUP. Dr. Kariadi sebagai provider pelayanan KB pasca 

persalinan hendaknya berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kantor Perwakilan Jawa 

Tengah atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, 

melalui pemberian informasi kepada petugas penyuluh KB agar dapat 

diberikanfollow up kepada pasien pasca persalinan setelah pulang dari 

rumah sakit untuk memantau status keikutsertaan KB pasien tersebut. 

Adanya inovasi pemasangan IUD post parturn di RSUP Dr. Kariadi 

tidak serta merta membuat semua tenaga medis tergerak untuk 

melakukannya. Berbagai pertimbangan medis menyatakan teknik 

tersebut masih memiliki banyak kelemahan. Disini perlu dilakukan 

evaluasi tentang teknik pemasangan IUD Post Partum agar dapat 

memperoleh teknik yang efektif dan efisien serta minim kegagalan. 

BKKBN hendaknya memfasilitasi kontrasepsi IUD yang 

diperuntukkan khusus untuk pelayanan pasca persalinan agar dapat 

mengurangi terjadinya ekspulsi dan kegagalan setelah pemasangan. 
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3. Berkaitan dengan faktor disposisi atau kecenderungan bagi pelaksana 

dalam mengimplementasikan kebijakan, RSUP Dr. Kariadi hendaknya 

perlu menyelenggarakan kegiatan pelatihan - pelatihan mengenai 

KIE/Konseling dan metode KB pasca persalinan bagi petugas 

medis/dokter. Pelatihan konseling didasari oleh pentingnya pemberian 

konseling pada ibu hamil yang diberikan dimulai pada saat periode 

perawatan kehamilan (Antenatal Care) hingga setelah persalinan 

(Postnatal Care) sehingga setiap ibu pasca persalinan sudah mendapat 

pengetahuan dan memahami berbagai metode kontrasepsi sebelum 

mereka pulang dari rumah sakit, hal ini juga memotivasi ibu pasca 

bersalin untuk segera memutuskan kontrasepsi apa yang akan dipilih 

pasca persalinan. Sedanglan pelatihan mengenai KB pasca persalinan 

bagi petugas medis/dokter juga penting dilakukan untuk memberikan 

informasi yang lebih jelas mengenai metode yang aman sehingga hal 

ini dapat meminimisir terjadinya efek samping yang dikawatirkan 

terjadi. 

4. Dalam hal optimalisasi dari segi komunikasi dan penyampaian 

publikasi mengenai program Keluarga Berencana, RSUP Dr. Kariadi 

perlu menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai 

KB kepada masyarakat untuk mengantisipasi rendahnya pengetahuan 

masyarakat mengenai kontrasepsi KB, secara periodik dan 

berkelanjutan. Upaya yang ditempuh yaitu dengan mengadakan 

kegiatan seminar awam kepada ibu hamil resiko tinggi dimana mereka 
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merupakan salah satu sasaran utama kontrasepsi mantap dan MKJP. 

Selain itu juga diperlukan kerjasama kemitraan dengan stakeholder 

dalam rangka meningkatkan kesertaan KB di rumah sakit. Hal tersebut 

dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pentingnya KB pasca 

persalinan, misalnya dengan Dinas Kesehatan dalam hal pentingnya 

KB bagi ibu pasca bersalin khususnya dengan resiko tinggi agar terjadi 

penurunan Angka Kematian lbu dan penurunan TFR. 

5. Publikasi mengenai pelayanan KB juga dapat diselenggarakan melalui 

penyebaran brosur dan leaflet yang sangat diperlukan sebagai media 

informasi/KIE bagi para calon akseptor untuk menambah 

pesngetahuan masyarakat mengenai berbagai jenis metode kontrasepsi. 

Penempatan brosur dan leaflet di RSUP. Dr. Kariadi hendaknya bisa 

disebarluaskan tidak hanya di poli kebidanan dan kandungan, akan 

tetapi dapat menjangkau sasaran secara lebih luas, seperti di poli anak 

dan poli lainnya yang masih memungkinkan untuk menjangkau target 

sasaran yaitu pasangan usia subur. 
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PANDUAN WAWANCARA 

A. IDENTITAS INFORMAN 

NAMA 

UMUR 

PEKERJAAN 

PENDIDIKAN 

B. PANDUANWAWANCARA 

No Item pertanyaan 

1 2 
1 Bagaimana mekanisme 

implementasi kebijakan pada 
pelaksanaan pelayanan KB di 
RSUP Dr. Kariadi 
a. Siapa aktor pembuat 

kebijakan dan siapa 
implementator kebijakan 
dalam pelayanan KB di RSUP 
dr. Kariadi ? 

b. Bagaimana bentuk kebijakan 
yang diberlakukan rumah 
sakit mengenai pelayanan KB 
di RSUP Dr. Kariadi ? 

c. Siapa yang merupakan target 
sasaran kebijakan pelayanan 
KB di RSUP Dr. Kariadi? 

d. Apakah petugas medis cukup 
banyak membantu bapak dan 
ibu dalam memilih metode 
kontrasepsi 

2 Apa faktor determinan yang 
mempengaruhi keberhasilan 
peningkatan kualitas Pelayanan 
KB pada pasien pasca 
persalinan 
a. Menurut Bapak/lbu 

bagaimana mekanisme 
pelayanan KB di RSUP Dr. 
Kariadi di era Jaminan 
Kesehatan Nasional ini ? 

Pembuat 
kebijakan 

3 

v 

v 

v 

x 

v 

1 

IN FORMAN 
Tenaga Pasien/ 
med is/ cal on 
dokter akseptor 

4 5 

v x 

v x 

v x 

x v 

v x 
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b. Apa saja fasilitas pelayanan 
KB yang dimiliki RSUP dr. 
Kariadi, termasuk fasilitas, 
sarana dan prasarana yang 
hanya dimiliki RS tipe A? v v x 

c. Apakah dokter/petugas medis 
memberikan konseling yang 
baik pada pelayanan KB? x x v 

d. Bagaimana proses transmisi 
informasi pelayanan KB di 
RSUP Dr. Kariadi v v x 

e. Kapan sebaiknya proses 
konseling pelayanan KB itu 
dilakukan? v v x 

f. Bagaimana kecenderungan 
sikap atau tindakan para 
petugas medis dalam 
memutuskan metode apa yang 
diberikan kepada pasien pasca 
bersalin? v v x 

g. Apakah ada anjuran dari 
anjuran dari dokter untuk 
memberikan metode KB 
tertentu setelah persalinan, 
metode KB yang bagaimana 
mohon dijelaskan ? v v v 

h. Sebagai pembuat kebijakan 
menurut dokter bagaimana 
timbal balik dari pelaksana 
kebijakan tersebut? v v x 

3 U paya Rum ah sakit dalam 
menangani hambatan dan 
mencari solusi permasalahan 
pada pelaksanaan pelayanan 
KB di rumah sakit 
a. Apa saja hambatan yang 

sering terjadi berkaitan 
dengan pelaksanaan 
pelayanan KB di RSUP Dr. v v v 
Kariadi? 

b. Bagaimana upaya yang 
sebaiknya dilakukan untuk 
menyelesaikan masalah 
terse but? v v v 

c. Apakah ada pelatihan 
mengenai kontrasespi yang 
pernah diikuti oleh petugas 
medis/ dokter yang 
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3 

diselenggarasskan oleh pihak 
rumah sakit ? jelaskan ? v v x 

d. Bagaimana pendapat 
bapak/ibu mengenai KB 
Pasca Persalinan dan AKDR 
Pasca Plasenta ? v v v 

e. Apakah ada saran dan 
harapan dokter terkait dengan 
regulasi agar kedepannya 
program KB pasca persalinan 
ini bisa meningkatkan 
cakupan di rumah sakit dan 
menurunkan AKI v v x 

4 UQa):'.a menemukan model xang 
cocok ada Qelaksanaan Qelaxanan 
KB di RSUP. Dr. Kariadi 

Keterangan : 
V : yang ditanyakan kepada informan 
X : yang tidak ditanyakan terhadap informan 

43964

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



RANGKUMAN WAWANCARA 

NO ITEM PERTANYAAN DAN JAWABAN 

1 2 
1 Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan pada pelaksanaan pelayanan 

KB di RSUP Dr. Kariadi 
Pembuat Kehiiakan 

a. Siapa aktor pembuat kebijakan dan siapa implementator kebijakan dalam pelayanan 
KB di RSUP dr. Kariadi ? 

lnforman PKBRS 
DokterSp 1 
Informan Kepa/a Bagian 
DokterSp 3 

Key Rumah Sakit melalui Ka KSM (Kelompok Sta/ Medik) 
Informan 
DokterSp 
lnforman Aktor : Direktur dan manajemen rumah sakit, implementator : dokter dan 
Residen 1 bidan 
lnforman Sub bagian FER KSM obsgin RSUP Dr. Kariadi (dr. Hary Tjahjanto, 
Residen 2 SpOG(K)) 

Bentuk Kebiiakan 
b. Bagaimana bentuk kebijakan yang diberlakukan rumah sakit mengenai pelayanan KB 
di RSUP Dr. Kariadi ? 

lnforman Setiap Rabu dikontrol kog, tiap Rabu kan mereka laporan. KB suntik 

DokterSp 5 sekian, KB kondom sekian, yang kondom alasannya kenapa tidak IUD, 
tiap rabu /aporan, yang tidak bisa konseling dia ho/eh lapor ke DP JP, ya 
tho karena itu tanggung jawab DP JP ne pasien tapi dia kembali ke klinik 
KB 2 mintztzu karena dia tidak bisa konse/inrz. 

lnforman Ka/au IUD postpartum kan isti/ahnya itu tidak diwajibkan, jadi hanya 

DokterSo 2 dokter dokter tertentu saia, kalo iamversal du/u diwaiibkan. 

Informan Sebetulnya dari kita, kemba/i Kepala Bagian itu sangat menganjurkan 

DokterSp6 untuk pemasangan KB tapi ya memang ada kebijakan dari DP JP masing 
-masin~. 

Key Yang berkaitan dengan KB rumah sakit kan, untuk menggerakkan ibu 

lnforman hamil ikut KB harus menggerakkan motivatornya, motivatornya kan dari 

dokterSp PPDS, PP DS nantikan yang menggerakan supervisornya, wa/aupun 

se/ama ini yang }a/an yang rutin saya sama kepala bagian tok, set au saya 
ketua SMF sama saya, kalau saya tiap hari rutin sehari dua kalii dengan 
cara melaporkan hasil pelayanan PKBRS, dengan cara me/aporkan kan 
sama saja dia jadi inget terus. !tu caranya dengan melaporkan hasil 
kegiatan dua ka/i sehari untuk mengingatkan, mengerakkan, mengoreksi 
avabila ada kekuranrzan velavanan. " 

lnforman Kebijakannya adalah setiap pasien pasca persalinan sudah her KB saat 

Residen 2 pulang rawat inap, pasien dengan penyakit sistemik seperti hipertensi, 
penyakit jantunR: diedukasi menR:enai KB non hormonal. 

Petugas Karena ada kebijakan di rumah sakit bahwa pasien pu/ang dari rumah 

kesehatan 1 sakit harus her KB, apapun van~ divakai. 
Sasaran Kebiiakan 
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c. Siapa vanf.!. merupakan tarKet sasaran kebiiakan JJelavanan KB di RSVP Dr. Kariadi? 

Informan !ya karena kalau rumah sakit tipe A dan tipe B itu akan sulit terutama 
Dokter2 kalau pelayanan KB interval, akan kesulitan karena ndak bakal bisa 

masuk, kecuali ada orang mau steril tapi punya penyakit jantung, Iha itu 
taJJi kanjaranK sekali. 

lnforman Semua ibu post partum dan pasangan usia subur yang ingin menunda 

Dokter 1 kehamilan 
lnforman !bu hamil resiko tinggi serta ibu pasca persalinan baik pervaginam 

Residen 2 mau/)un /)erabdominal 
Petugas Pasien rujukan dengan resiko berat, PE berat atau gangguan hormonal 

Kesehanat 1 
Aktor - aktor oelaksana kebiiakan 

d. Apakah petugas medis cukup banyak membantu bapak dan ibu dalam memilih metode 

kontrasepsi 
Informan !ya saya steril, dokter bilang ini kan putra ketiga, pernah sesar, resiko 

Pasien 2 tensi timzi;!i. 
lnforman !ya disarankan IUD langsung dipasang setelah melahirkan 

Pasien 3 
2 j Apa faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kualitas 

Pelayanan KB pada pasien pasca persalinan 
Faktor Sumber Daya 

a. Menurut Bapakllbu bagaimana mekanisme pelayanan KB di RSVP Dr. Kariadi di era 

Jaminan Kesehatan Nasional ini ? 
Informan Di Kariadi ini kan poliklinik KB sudah ga jalan karena tidak bisa diklaim 

DokterSpl pasiennya, jadi pelayanannya kan tidak bisa kesini tapi ke tipe C, itu saja 
sudah habis, yang kesini paling yang komp/ikasi, yang komp/ikasi pun 

sudah jaranK sekaranK, karena KB sudah tidak di tive A lard 

Informan Disini tipe A, ha/ itu (MOW) hanya bisa dilayani di tipe C dulu, makanya 

DokterSp 2 disini akhirnya jauh berkurang memang untuk metode yang permanen itu. 
Termasuk misa/nya pelayanan KB di poliklinik, tidak bakal bisa di 

kariadi, karena harus dilavani di level JJrimer untuk kontraseJJsi IUD. 

lnforman Ka/au dulu, jampersal itu menanggung semuanya, karena bagaimanapun 

DokterSp4 juga yang menanggung itu pemkot, jadi jampersa/ kola atau provinsi, 
bahkan KB pun di klaim dalam arti pasien benar - benar diberi bantuan, 

jadi metode kontrasepsi ma/ah dapat, tapi sekarang BP JS ma/ah tidak 

menanzzunK avapun. 
lnforman Jadi BPJS itu se/alu kaku ... kakunya begini karena bunyinya IUD pasca 

DokterSp 5 plasenta jadi pelayanannya IUD, IUD itu bisanya hanya dilayani menurut 

BP JS di FKTP. 
Petugas Ka/au era JKN itu satu karena pasien itu datang di kariadi harus sesuai 

Kesehatan 1 dengan alur pelayanan otomatis }um/ah pasien lebih banyak tahun -
tahun /alu daripada sekarang, karena kalau tidak sesuai alur pasien tidak 
bisa dicover oleh BP JS, harus ada rujukan berieniamz 

Informan Mekanisme pada era JKN menurun, operator siap kadang SDA tidak 

Residen 1 tersedia, sosialisasi sumber vembiavaan kuramz 

Informan Pelayanaan KB berjalan baik, targetnya setiap pasien pasca persalinan 

Residen 2 sudah menggunakan KB, kekurangannya MOW tidak masuk dalam klaim 

BPJS 
Key Person BPJS dalam ha/ biaya itu pasif, jadi kami tidak nawar, jadi yang kami 

BPJS tawar adalah venzaiuan rumah sakit atau verifikasi, kami tidak akan 

43964

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



membayar kalau rumah sakit tidak setuju. Jadi dalam ha/ pembayaran, 

bpjs itu hanya dapat membayar sebesar pengajuan yang diajukan rumah 
sakit. 

Key person RS Kariadi mendapat juara 1 nasional dalam kategori KB pasca 
BKKBN persalinan dan keguguran pada tahun 2009 dan 2013 lomba KB pasca 

persalinan tipe A karena cakupannya paling tinggi sampai 90 % waktu 

itu, cuman waktu terakhir dr. Hary juga cerita sejak era JKN tidak 

setinggi pada waktu lalu karena kan pembiayaannya IUD sendiri dirumah 

sakit kan sekarang be/um tercover bener, MOW pun juga sekarangkan 

pasca salin pervaginam hampir sama biayanya, bedah sesar pun selisih 
tapi sedikit, itu permasalahannya. 

b. Apa saja fasilitas pelayanan KB yang dimiliki RSVP dr. Kariadi, termasuk fasilitas, 

sarana dan prasarana yanK hanya dimiliki RS tipe A? 

Informan Laparoskopi dan laparotomi 
Dokter 1 
Informan Laparoskopi 
Residen 2 
Informan Pasang dan lepas IUD, pasang dan lepas imp/an, MOW laparoskoipi dan 

Residen 4 laparotomi 
Key person Ada alatnya laparoskopi bantuan dari kita, terakhir diberikan tahun 

BKKBN 2015, kariadi sudah pernah dapat laparoskopi dua kali, laparoskopi kan 

harganya 250 juta satu set, jadi terakhir dari PKMI kita kerjasama, 

rumah sakit yang sudah di dropping laparoskopi juga harus ada 

pelatihannya, tapi berhenti di tahun 2015, karena dari 35 laparoskopi 

hanya 5 rumah sakit yang menggunakan /aparoskopi, ada yang sudah 

dilatih ndak pede, kalo tidak jeli kan susah, ada yang minta diberi 

monitor, cuma harf!a monitornya kan 100 juta. 
Faktor Komunikasi 

c. Apakah dokter/pefUf!as medis memberikan konselinf! yanf! baik pada pe/ayanan KB ? 

Key person !ya konse/ing diberikan yang diutamakan IUD pasca p/asenta, bi/a tidak 

DokterSp mau IUD kita tawarkanimplan, bi/a tidak mau implankita tawarkan 

suntik, bi/a tidak mau pi/ jika tetap menolak kita beri kondom. 

Informan Waktu yang tepat saat ANC (suami - istri) atau saat pasien datang 

Residen 2 pertama untuk rawat inap atau pa/in[{ tidak sebelu persa/inan 

Petugas Pasien yang dari kita itu sudah dari poliklinik tapi pasien yang datang 

Kesehatan 1 dengan rujukan kita lihat situasi, saat pasiennya tidak bisa menahan sakit 

masak kita konseling kan tidak ada manfaatnya, kepurusannya tidak 

efektif, ka/au pasiennya masih bisa diajak komunikasi dengan baik saat 

inpartu ka/au rujukan tentunya datang sudah dikondisi yang seperti 

itu.kalau yang dari kita begitu masuk di poli sudah diinformasikan KB 

nyaapa. 
Key person Ka/au di kariadi itu kan bagus dia jadi kayak bikin poster - poster itu kan 

BKKBN yanf{ dipasan[{ - pasan[{. 
Informan !ya sudah ditawari setelah bersalin, kulo hipertensi, kulo rujukan saking 

Pasien 1 kabupaten demak, dokter nawari nek mboten IUD sing tunggale, tapi 

mboten nawari sinf! suntik. 
Informan !ya bidan dan dokter sewaktu di UGD 
Pasien 2 

d. Baf{aimana proses transmisi informasi pelayanan KB di RSVP Dr. Kariadi 

lnforman !ya ada surat dari PKBRS untuk memzealakkan KB, dan seminf!f!U sekali 

43964

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



DokterSp 3 kami ada rapat, kita selalu menyampaikan selama seminggu layanan KB 
nya berapa, kemudian KB apa yanf!. banyak diberikan, pi/, kondom, JUD. 

lnforman Peran rumah sakit ada yaitu memberikan semacam perintah dalam tanda 
DoketrSp 2 kutip pada para dokter untuk menghidupkan lagi kegiatan mulai dari 

konseling sampai dengan pelayanan KB. 
Informan Saya sendiri secara pribadi juga be/um tahu mas a/ah klaim - klaimannya 

Dokter Sp 6 seperti itu, kalau kita di kariadi itu menjadi pertanyaan. 

lnforman be/um ada edaran resmi yang membuat kita berani mengatakan bahwa 
DokterSp 4 KB met ode apapun yanf!. mana itu akan dicover BP JS dalam ranf!.ka JKN. 

lnforman Konseling oleh konselor melalui beberapa cara yaitu secara lisan, a/at 

Residen 1 peraga dan pamflet atau poster 

e. Kapan sebaiknya proses konselinf!. pelavanan KB itu dilakukan ? 

lnforman Ka/au ada pasien postpartum yang inpartu atau pada proses persalinan, 

DokterSp4 ANC, KB itu selalu disampaikan tapi pada kenyataannya, beberpa pasien 
juga mempunyai pendapat sendiri untuk memilih, karena itu hak, tidak 

boleh memaksakan, jadi sebetulnya kalau saya boleh mengatakan 100% 
edukasi itu pasti ada, hanya apakah dipahami a/eh pasien dan 
ditindaklanjuti a/eh pasien,akhirnya itu tidak semua akan menjalani, atau 
mungkin ada yang menolak dengan ha/us, dia akan menggunakan kondom 
atau suntik, maksudnya tidak serta merta menggunakan IUD, kalau IUD 
masih menjadi momok buat banyak oranf!. padahal sebenarnya tidak. 

lnforman Oh ya selalu, nanti bisa di eek di resume saya, untuk pasien - pasien 

DokterSp 3 habis persalinan itu selalu nasehat selalu AS! eksklusive dan Kontraspei, 
selalu itu saya menu/is bef!.itu. 

lnforman pada semua wanita usia subur yang berobat ke RSDK 

Residen 1 
lnforman Pada saat ANC yang menjadi sasaran adalah suami istri, jika terlewat 

Residen 2 dapat dilakukan saat menielanf!. persalinan 
Faktor Disposisi 

f Bagaimana kecenderungan sikap at au tindakan para petugas me dis dalam 

memutuskan metode apa yanf!. diberikan kepada pasien pasca bersalin? 

Informan Kenapa dulu kontrasepsi itu seakan - akan kompak semua terlibat, karena 

DokterSp 2 dulu be/um ada DP JP, Dokter Penanggung Jawab Pasien. Jadi dulu 
pasien - pasien kelas 3, yang bukan di kutilang, garuda, itu istilahnya 

milik bersama, itu ndak ada milik keseorang dokter, itu milik bagian, itu 
mulai berubah tahun 2013 ke 2014 itu berubah drastis terutama begitu 
akreditasi, jadi sekarang setiap pasien mempunyai DPJP, masing -

masing. Bahkan di poliklinik pun sekarang DP JP yang bertugas hams 
stand by, artinya begini, kalau jaman dulu, itu melalui dokter - dokter 
residen itu kompak, pokoknya waktu itu komandannya PKBRS dr. Hary 
tinggal ngomong sama residen, pokoknya semua pasien yang partus yang 
bersalin harus semuanya KB, beres serentak, sekarang ndak, sekarang 

dokter A, dokter B, ada yang setuju dengan IUD post partum, ada yang 
nggak, ada yang wajib, ada yang nggak, ada yang nggak peduli, nah itu 
akhirnya masinf!.- masinf!. instruksi beda. 

Informan Kayaknya agak mbleret ini, lagian ngga semua mau mengerjakan 

DokterSp 1 
Key Ka/au kita 100% semua pas ti dapat pelayanan KB, tergantung pada 

lnforman indikasinya, iadi contoh anak pertama keguguran ya pasti kita ndak akan 
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DokterSp kasih IUD, tapi kalau sudah lebih dari tiga, lebih dari empat, ya sudah 

pasti steril, kalo di kariadi lho ya saya mengharuskan untuk itu. 

lnforman Kurang mengarahkan ke MKJP 
Residen 1 
Informan Disesuaikan dengan penyakit/kondisi pasienlparitas dan keinginan pasien 

Residen 2 dalam her KB 
lnforman Petugas medis menyarankan metode KB Jangka Panjang tanpa adanya 

Residen 3 unsur oemaksaan 
g. Apakah ada anjuran dari anjuran dari dokter untuk memberikan metode KB tertentu 

setelah oersalinan, metode KB yang bagaimana mohon dijelaskan ? 

lnforman Kalo disini ibunya resiko tinggi pasti pake KB pasca salin, yaa bisa IUD 

DokterSp 6 bisa imp/anon, lansung setelah persalinan, kalo imp/anon biasanya 

sebelum oulanf! kita sudah oasang 
lnforman Nah paling yang dikerjakan disini adalah KB pasca persalinan itu karena 

DokterSp 1 sekalian, itupun kemaren sempet ribut karena tidak bisa di klaim jadi 

oada males 
Informan Pada orang - orang yang educated kadang-kadang justru menolak IUD 

DokterSp 4 post plasenta pada saat caesar karena orang bisa memilih /ogika apabila 

ditanamkan IUD pada saat rahim masih besar, masih ada perjalanan 

inklusi, proses pengecilan uterus itu bisa mengakibatkan posisi rahim itu 

berubah atau bahkan lepas, atau ekspulsi, jadi pada saat itu ketika pasien 

diberitahukan akan hal itu, sebagian pasien menolak penggunaan IUD 

oasca olasenta. 
Key Walaupun ada kebijakan dari rumah sakit melalui Ka SMF untuk 

Informan pelayanan KB pasca persalinan di rumah sakit, tapi khusus untuk 

DokterSp pe/ayanan IUD pasca p/asenta, sebaf!ian besar masih belum pro aktif 

Key Kalo di Kariadi, memang untuk KB pasca plasenta hanya beberapa orang 

informan saja yang support karena pertimbangannya gini, sebenarnya kuncinya 

BKKBN ada pada KIE nya, kalo saat ANC dia di konseling KB pada saat dia 

pulang dia pasti selama masa nifas itu kalau her KB ndak papa, kita 

sedang memperkenalkan sistem konseling berimbang, jadi kuncinyajika 

pasien dikonseling dengan baik pasti dia akan kembali ike situ untuk 

memasanf! IUD. 
Faktor Struktur Birokrasi 

Kewenangan dan fragmentasi 

h. Sebagai pembuat kebijakan menurut dokter bagaimana timbal balik dari pelaksana 

kebiiakan tersebut? 
Informan Sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan para dokter ini, daripada dia 

DokterSp5 (pasien) tahun depan menyusahkan kita lagi, kenapa tidak di lakukan 

tindakan KB sekarang saja. 

3 I Upaya Rumah sakit dalam menangani hambatan dan mencari solusi 
permasalahn pada pelaksanaan pelayanan KB di rumah sakit 

Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi 

a. Apa saja hambatan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan KB 

di RSUP Dr. Kariadi? 
lnforman Ya itu peralihannya di tahun 2013 dan 2014, saat itu kan peralihan dari 

DokterSp 2 jampersal, jampersal itu kan du/u gampang sekali untuk berobat ke rumah 

sakit, dan be/um ada tipe - tipean, katakanlah dari bidan itu langsung ke 

sini bisa, dan hanya dengan syarat bersedia untuk memakai a/at 
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kontrasepsi. !tu aja. Jadi waktu itu memang digalakkan sekali untuk 

Keluarga berencana, tetapi di era BP JS ini kan agak berbeda karena 

BP JS itu istilahnva tidak menf{cover pelayanan KB. 

lnforman Yang menjadi masalah yang sudah diteliti disini /ho ya, kan banyak 

DokterSp 1 masalah KB pasca persalinan itu, perdarahannya banyak, ekspulsinya 

tinggi, Ka/au post partum kan 40 hari dengan uterus sebesar itu, 

ekspulsinya tinggi banget /ho, kamu tanya ke !BI itu bidan - bidan itu, 

akseptor datang sendiri sudah bawa IUD karena lepas sendiri, jadi 

mereka ke bidan ga mungkin kesini, di daerah - daerah itu banyak bidan 

- bidan, pasien yanf{ membawa IUD karena /epas. 

lnforman Ternyata tidak masuk dalam anggaran JKN, di rumah sakit lain pun juga 

DokterSp 6 sama tidak masuk didalam amnwran JKN 

Informan Jadi begini !ho.. akseptornya itu sudah sampai di rumah sakit.. kenapa 

DokterSp 5 tidak dipasang, karena BP JS tidak mau bayar, sementara kalian susah -

susah mendatangkan akseptor, sementara akseptor yang sudah didepan 

mata ini orak digarap. Makanya itu yang saya suka heran, sibuk perkara 

akseptor yang dibawa kesini sementara akseptor yang sudah di depan 

mata tidak dif{arap, katanya itu urusan pefayanan 

Informan Apapun yang terjadi kehamilan resiko tinggi itu meningkatkan AKI, jadi 

DokterSp 4 goalnya kebelakang AKI dan AKE tidak bisa turun, karena sebetulnya 

yang beresiko tinggi itu ibu hamil, untuk mengurangi AKI kan kalau bisa 

ibu tidak hamil to ... Nah itu sebabnya tubektomi sebaiknya di cover, dan 

pada saat ini tindakan cesaria, bekas cesar 3 kali kita mau tubektomi yah 

tidak ditan£f!Unf! 
lnforman Motivasi dari tenaga kesehatan kurang, rumah sakit dan manajemen 

Residen 1 kuranf{ mensosialisasikan kebiiakan 

Petugas Kendalanya yang tampak kalau dulu pasien apapun bisa masuk kariadi 

Kesehatan 1 dengan jamkesmas dan jampersal itu banyak, persalinan banyak sehingga 

pasien pasca plasenta masih tinggi, ya memang ada pemikiran kalau 

pasca plasenta itu keluar dsb, tapi itu kan rumor, ada kegagalan tapi 

munf;!kin tidak banvak. 
b. Baf{aimana upaya vanf{ sebaiknya dilakukan untuk menvelesaikan masalah tersebut? 

lnforman Sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan para dokter ini, daripada dia 

DokterSp 5 (pasien) tahun depan menyusahkan kita lagi, kenapa tidak di lakukan 

tindakan KB sekarang saja. Jadikan mestinya rumah sakit ngeklaim ke 

BPJS tapi tidak 79ras di klaim ke BPJS, saya dibilang merugikan rumah 

sakit karena saya terus masang IUD pasca plasenta yang tidak dapat di 

kl aim. 
Informan Ka/au bisa itu dibuat menjadi satu paket pelayanan ibu melahirkan itu 

DokterSp 6 kan lebih baik untuk KB pasca salinnya. 

lnforman Dari atas ya seharusnya ada kebijakan yang jelas, JKN ini peduli ndak 

DokterSp 4 sama keluarga berencana, sampai sekarang kepeduliannya masih 

dirasakan tidak menyentuh kontrasepsi, tidak menyentuh sama sekali 

justru yang disentuh adalah orang - orang yang dianggap nantinya ka/au 

melahirkan beresiko tinggi, nah pencegahan itu kan semestinya sebe/um 

dia hamil. 
Informan Koordinasi antara pemangku kebijakan 

Residen 1 
c. Apakah ada pelatihan mengenai kontrasespi yang pernah diikuti oleh petugas medisl 

dokter yang dise/enf{f{arakan oleh pihak rumah sakit ? jelaskan ? 
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lnforman Coba masuk lewat organisasi porfesi ya POGI, kan selama ini sering nih 

DokterSp3 berkomunikasi dan mengadakan pertemuan tentang ha/ itu, tentang KB, 

JuKa melibatkan rumah sakit - rumah sakit 

lnforman Pelatihan kontrasepsi terkini melalui teknik laparoskopi bagi dokter 

DokterSp 1 Spesialis Obstetri Ginekologi, bulanjuli tahun ini ada workshop IGES" 

lnforman Sebenarnya kalau di tingkat nasional sekarang ma/ah diarahkannya ke 

DokterSp2 pre service, jadi kalau saat ini dokter - dokter yang sudah lulus jadi 

misalkan dokter - dokter yang bertugas di puskesmas A, B, C dan D itu 

dipanggili di latih untuk melayani KB, ternyata itu tidak efektif, karena 

kebanyakan masih dipegang sama bidannya kan, ngelatih dokter 

percuma .. hihi .. makanya sekarang dengan perubahan era BP JS ini kan 

seharusnya yang pegang kendali adalah dokter - dokter primer, dokter -

dokter umum 
Informan J: Saya masang 3712 imp/an satu bantang.di 28 kabupate dalam tempo 

DokterSp5 satu bu/an dan 3712 orang ini tidak akan menganggu saya sampai tahun 

2018. 
T: !tu kegiatan apa ya dok: obsgin atau apa? 

J: Pelatihan, biasa P2KS .... galak saya kalo mengenai KB, karena tidak 

ada jalan keluar, BKKBN juga kadang - kadang angot - angotan 

T : Angot - angotan bagaimana dok? 

J: Lho ini kan gaweannva BKKBN 

Petugas Kegiatan PK.Ml itu Pelatihan tim medis bagi dokter umum atau dokter 

admin3 spesialis, yaitu kontrasepsi mantap (MOW dan MOP), sebenarnya 2016 

itu ada, tapi dicancel sama presiden jadi akhirnya kan tertunda, tahun 

2015 ada tapi ndak jalan ya karena waktu itu terbatas sih tenaga 

medisnva, kan saat itu pada !VA 

Informan Be/um 
Residen 1 

Key IUD pasca plasenta memang harus ada pelatihan khusus, sudah 

lnforman dilaksanakan oleh dinas kesehatan dengan lima angkatan, kebetulan kita 

BKKBN BKKBN menjadi narasumber, prakteknya di Kariadi, cum a mungkin 

kelemahan kita follow up dari pelatihan tersebut, jadi yang sudah dilatih 

itu nanti kita tidak tau kan IUD pasca plasenta itu dipraktekkan atau 

tidak, tapi IUD pasca plasenta kita keliling 35 kabupaten semua sudah 

melaksanakan. 

d. Bagaimana pendapat bapaklibu mengenai KB Pasca Persalinan dan AKDR Pasca 

Plasenta? 
Key Pemasangan IUD pasca persalinan memang disarankan untuk mencegah 

Informan kehamilan karena untuk pasien yang ANC tidak rutin dengan dokter yang 

DokterSp bersangkutan (DPJP) nanti ketika waktunya kontrol tidak akan kembali 

lagi, jadi dia akan kehilangan (akseptor) dan tidak ber KB karena mereka 

adalah pasien rujukan 

Informan Ya pasca nifas, kalo pasca persalinan untuk apa coba, 40 hari kan tidak 

DokterSp 1 mungkin hamil, kalo dari sisi medis ya ini dari india, ternyata sudah 

beberapa kali ada jurnal, ada penelitiannya siapa, ternyata kan ada 

mas a/ah ekpulsi nya tinggi bang et, perdarahan ada yang sampai 

transfusi, kalau sectio itu sekarang banyak yang dilepas tidak bisa, 

perdarahan banvak. 

lnforman Ka/au saya lebih condong memasang pasca nifas, kalau saya biasanya ke 

DokterSp 3 pasien menKanjurkan untuk ikut KB kalau tentan~ IUD sava biasanva 
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menganjurkan nanti setelah nifas kembali untuk dipasang karena rahim 
kan sudah kembali kepada uterus yang semestinya, soalnya kalau pasca 
plasenta kasusnya masih be/um banyak sehingga berapa ekspulsinya, 
berapa dislokasinya, bagaimana itu saya be/um bisa menyampaikan 
konklusinya, tapi kalau pasca mfas no problem selama ini. 

Informan Jampersal waktu itu ditekankan sekali kontrasepsi itu, istilah nya pasien 
DokterSp 2 harus kontrasepsi baru bisa dilayani dengan jampersal. Makanya kan 

waktu itu galak sekali, tapi begitu BPJS kan hilang, motivasi itu hilang 

Informan Baik, dan harus ditekankan kepada petugas kesehatan untuk 
Residen 1 dipromosikan 
Informan KB pasca persalinan itu efektif dan nyaman untuk pasien, AKDR pasca 
Residen 2 plasentajuga efektif dan mudah diaplikasikan. 

Key Sebenarnya IUD pasca plasenta itu bukan tidak efektif, tapi ada 
informan tekniknya, jadi saat baru melahirkan rahim masih besar, dan dia butuh 
BKKBN waktu untuk mengecil, jadi dari RS Sardjito beliau mengatakan hasil 

penelitian bahwa kalau SpOG tidak memiliki teknik khusus memang 
resiko ekspulsinya tinggi, tapi kalau dr. Hary kan punya teknik sendiri 
pakai push and touch pakai jari, trus ada yang pakai ovarium kl em, kalau 
andalan itu punya IUD khusus pasca salin, kalo IUD biasa panjang 
inserternya sekitar 25 cm, jadi kalau IUD andalan itu 35 sampai 40,jadi 
panjanf;! bisa sampai di ujunf;! vundus. 

e. Apakah ada saran dan harapan dokter terkait dengan regulasi agar kedepannya 
program KB pasca persalinan ini bisa meningkatkan cakupan di rumah sakit dan 
menurunkan AKI 

Informan Nah inilah yang terjadi di Indonesia, cara mengedukasi itu tidak bisa 

DokterSp 4 dengan skup kecil, tapi global, menyeluruh, sampai ke tingkat dasar, dari 
alas dan kebawah, itu semangatnya sama, seperti sekarang ini semangat 
seorang dokter sangat berbeda dengan kebijakan JKN seperti ini kita 
berbenturan, satu orang ketika melahirkan normal, kemudian kontrol 
"Bu, besok KB tapi KB nya bayar sendiri ya ? ' nggak akan datang dia, 
padahal mahal. 

Informan Ya BPJS harus dilibatkan, untuk menuju universal coverage nantinya, 

DokterSp 1 mestinya BP JS mendukung sepenuhnya program KB terse but 

Informan BKKBN itu tugasnya memberikan advokasi sampai ke tingkat presiden 

DokterSp 5 bahwa KB itu penting jadi itu sebenarnya tugasnya BKKBN, kebijakan 

rumah sakit, kebijakan supaya BP JS membayar rumah sakit ka/au 
dilakukan pemasanf;!an IUD itu pekerjaanya BKKBN. 

Key Untuk sosialisasi tentunya sangat perlu, tetapi yang namanya BPJS itu 

informan kerjasama dengan direktur rumah sakit secara institusi. Ada yang 

BPJS namanya sosialisasi harusnya itu jug a menjadi rumah sakit 

mensosialisasikan kepada dokternya, karena kalau kami hanya sebatas 
mengundang perwakilan dari rumah sakit dari 24 rumah sakit di kota 
semarang dan demak. Kami undang semua rumah sakit untuk pencegahan 
kecurangan - kecurangan, kan tudak mungkin kami undang sivitas 
akademika rumah sakit, nah tugas mereka yang mengundang untuk 
mensosialisakian, ya yang nama nya dokter waktunya susah, diundang 
tidak datanf;!, diberi buku bacaan tidak dibaca. 

Informan Pelatihan terhadap pelaksana karena bi/a tidak dilatih akan terjadi 

Residen 1 komplikasi dan kegagalan tinggi dan muncul stigma buruk di masyarakat 
sehimuw berimbas pada cakupan yang rendah. 
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Informan 
Residen 2 

4 
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~RSVP Dr. KAR/ADI 

RSUP DOKTER KARIADI SEMARANG 
JI. Dr. Sutomo No.16, Semarang, PO Box 1104 

Telpon : 024-8413993, 84134 76, 8413764 Fax : 024-8318617 
Website : http://www.rskariadi.com Email : rsdk@indosat.netid 

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG 

Nomor: KP. 08.02 - ~ ?9 
Tentang: 

TIM PELA YANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT 
(PKBRS) 

Menimbang 

Mengingat 

DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG. 

DIREKTUR UTAMA RSOP Dr. KARIADI SEMARANG 
/' 

a. bahwa sebagai Rwnah Sak.it rujukan dan pendidikan RSUP Dr. Kariadi 
harus memberikan peiaya.nan dasar secara komprehensif serta mampu 
sebagai tempat pelatihan dan penelitian khususnya u.ntuk keluarga 
berencana (KB) 

b. bahwa pelayanan keluarga berencana merupakan pelayanan dasar yang 
harus disediakan oleh RSUP Dr. Kariadi 1 

c. bahwa Tim PKBRS yang sudah ada selama ini perlu direvitalisasi dan 
reorganisasi 

d. bahwa u.ntuk maksud tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan 
Tim PKBRS yang baru 

a. Undang - Undang No. 23 tahilll 1982 tentang Kesehatar1 
b. Peraturan Pemcrintah No. 23 'tahu.n 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan U mum ( BL U ) 
c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1675 /Menkes/Per/X!I/2005 

tanggal 27 Desember 2005, tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Memperhatikan : 

Menetapkan 
Pertama 

Kedua 

CUM 00010 
SK 

I. Surat Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan 
RI No, BM.01.04/IIV451/2009 tanggal 16 Februari 2009, tentang 
Himbauan untuk Meningkatkan Pelayanan KB di Ruma11 Sak.it. 

2. Surat dari Kepala BKKBN No. 193/PL.201/E5/2009 tanggal 27 April 
2009, tentang Penggunaan Kontrasepsi pada Ibu Pasca I~eguguran dan 
Pasca Persalinan. 

ME MUTUSKAN: 

Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang 
tentang Pembentukan Tim Pengelola Program KKB di Rumah Sak.it Dr. 
Kariadi No: 02/09/A IV84 tanggal 16 Februari 1984 dengan ucapan 
terima kasih atas jasa-jasanya. 

Menetapkan kembali susu.nan Tim Pengelola Keluarga Berencana 
Rumah Sak.it di RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan sususan personil 
sebagai berikut : 

I. Pelindu.ng : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Telepon langsung Paviliun Garuda : 024-8453710, lnstalasi Penyak1t Jantung : (124-8453234 
lnstalasi Geriatri : 024-8450801, lnstalasi Gawat Darurat 024-8414281 
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Ketiga 

Keempat 

Keli ma 

2. Penasehat Ketua Komite Medik 

3. Penanggung Jawab: Direktur Medik dan Keperawatan. 

4. Ketua : Dr. Ardy Santoso, SpU 

5. Sekretaris : Dr. Hary Tjahjanto, SpOG(K) 

6. Anggota 

Sub Tim KB Pria: 
1. Dr. M. Adi Soedarso, SpU (Ketua Sub Tim) 
2. Dr. Sidharta Darsoyono, SpB SpU (Ketua 

Rekanal!sasi) 
3. Dr.Eri<iwan SpU 
4. Prof.DR.dr.H.Rifki Muslim SpB SpU 
5. Karsi, AMK 

Sub Tim KB Wanita: 
1. Dr. Syarief Thaufik H, SpOG(K) (Ketua Sub Tim) 
2. Dr. Hary Tjahjanto, SpOG(K) 
3. Dr. Inu Mulyantoro, SpOG 
4. Tiasnah Dahlia R, AmKeb 
5. Wahyu Widayati 

Ka Instalasi Fa.imasi (ex officio) 
Ka Bidang Pelayanan Medik (ex officio) 
Ka Bidang Keperawatan (ex officio) 

Ka Bidang Penunjang (ex officio) 

Ka Bagian Hukmas (ex officio) 
Ka Bagian Pelaporan dan Evaluasi (ex officio) 

: Tugas Tim '!dalah : 
I. Memberikan masukan. kebij;kan dan pembuatan SOP pelayanan KB 

RS kepada pimpinan RS 
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KB RS 
3. Memberikan feed back pelayanan kepada pihak terkait 
4. Melakukan pelatihan dan penelitian yang terkait dengan KB 
5. Melakukan kerja sarna dengan pihak pihak lain yang terkait atas narna 

dan seijin pimpinan RS 

: Dalarn melaksanakan tugas tersebut Tim bcrtanggungjawab kcpada Dircktur 
Utarna RSUP Dr.Kariadi mclalui Direktur Mcdik dan Keperawatan. 

: Scmua biaya yang timbul untllk kegiatan Tim clibebankc.m kepada anggaran 
RSUP Dr Ka.-iadi Semarang 
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Keenam : Surat Keputusan m1 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan 
ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

iyanto, MSc, SpPD,KPTI 
9122919n1110oy 
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